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Parag 


uk $ PENA PA DASAR NEGARA REPUBLIK 


INDONESIA TAHUN 1945. 


PEMBUKAAN 
(Preambule). 


Bahwa sesungguhnja Kemerdekaan itu ialah hak segala 
Pangan dan oleh sebab itu, maka h perajanjahan diatas dunia 
harus dihapuskan, karena tidak sesuai 


dengan peri-kemanu- 
siaan dan peri-keadilan. 
erakan Kemerdekaan Indonesia 


Dan perdjuangan perg 
telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat 
sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu ger- 
bang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan ke- 
bangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan 

ini kemerdekaannja. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Peme- 
rintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidup- 


sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Papan panan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, 
jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indo- 
nesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada: 
Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan ber- 
adab, Persatuan Indonesia, dan Kerakjatan jang dipimpin 
oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Per- 
wakilan, serta dengan mewudjudkan suatu Menaan sosial 
bagi seluruh rakjat Indonesia. | 


UNDANG-UNDANG DASAR. 


BAB IL. 
Bentuk dan Kedaulatan. 


Pasal 1. 
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang ber- 
bentuk Republik. 
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(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan 
sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. 


BAB Il. 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat. 


Pasal 2. 


(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas ang- 
gota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan 
utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan 
menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang. 


(2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikit- 
nja sekali dalam lima tahun di Ibu-kota Negara. 


(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat 
Gitetapkan dengan suara jang terbanjak. 


Pasal 3. 


Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang- 
undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara. 


BAB II. 
Kekuasaan Pemerintahan Negara. 


Pasal 4. 


(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar. 


(2) Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu 
oleh satu orang Wakil Presiden. 
Pasal 5. 


(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang- 
undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. 


(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk 
mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja. 


Pasal 6. 
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli. 


(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak. : 


Pasal 9. 


Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja se- 
lama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali. 


Pasal 8. 


Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat mela- 
kukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti 
oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja. 


Pasal 9. 


Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Pre- 
siden permampah menurut agama, atau berdjandji dengan 
dihadapan Madjelis Permusjawaratan 

Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut: 


Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 


»Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik 
Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, meme- 
gang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala 
Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja 
serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. 


Djandji Presiden (Wakil Presiden ): 


.Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden 
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adil- 
nja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalan- 
kan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selu- 
rus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". 


Pasal 10. 
Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Ang- 
katan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. 


Pasal 11. 


Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat 
menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian 
dengan Negara lain. 


Pasal 12. 


Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan 
akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang- 
undang. 

Pasal 13. 


(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul. 
(2) Presiden menerima Duta Negara lain. 


Pasal 14. 
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 


Pasal 15. 


Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda 
kehormatan. 


BAB IV. 


Dewan Pertimbangan Agung. 
Pasal 16. 


(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan 
dengan Undang-undang. 

(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas per- 
tanjaan Presiden dan berhak memadjukan usul kepada 
Pemerintah. 


BAB V. 
Kementerian Negara. 


Pasal 17. 


(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara. 


(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh 
Presiden. 


(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerin- 
tahan. 


BAB VI. 
Pemerintahan Daerah. 


Pasal 18. 


Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan 
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Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar 
permusjawaratan dalem sistim Pemerintahan Negara, dan 
hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah jang bersifat 
Istimewa. 


BAB VIL 
Dewan Perwakilan Rakjat. 


Pasal 19. 


(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan 
Undang-undang. 


(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali 
dalam setahun. 


Pasal 20. 


(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuan 
Dewan Perwakilan Rakjat. 


(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak men- 
dapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka ran- 
tjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakjat masa itu. 


Pasal 21. 


(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak 
memadjukan rantjangan Undang-undang. 


(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan 
Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka ran- 
tjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rakjat masa itu. 


Pasal 22. 


(1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden 
berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti 
Undang-undang. 


(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetu- 
djuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang 
berikut. 


(3) Djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan 
Pemerintah itu harus ditjabut. 


Pasal 23. 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap- 
tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwa- 
kilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan 
Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun 
jang lalu. 

(2) Segala padjak untuk keperluan Negara berdasarkan 
Undang-undang. 

(3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
Undang-undang. 

(4) Hal keuangan Negara selandjutnja diatur dengan 
Undang-undang. 

(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan 
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang 
peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pe- 
meriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakjat. 

BAB IX. 


Kekuasaan Kehakiman. 
Pasal 24. 


(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mah- 
kamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut 
Undang-undang. 1 

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu 
diatur dengan Undang-undang. 

Pasal 25. 


Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhentikan se- 
bagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang. 


BAB X. 


Warganegara. 
| Pasal 26. 

(1) Jang mendjadi Warganegara ialah orang-orang 
Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain jang di- 
sjahkan dengan Undang-undang sebagai Warganegara. 

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewarganegaraan dite- 
tapkan dengan Undang-undang. 
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Pasal 27. 


(1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannja dida- 
jam Hukum dan Pemerintahan dan wadjib mendjundjung 
Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja. 


(2) Tiap-tiap Warganegara berhak atas pekerdjaan dan 
penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan. 
Pasal 28. 


Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja ditetapkan 
dengan Undang-undang. 


BAB XI. 


Agama. 
Pasal 29. 
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Jang Maha Esa. 


(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk ber- 
ibadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu. 


BAB XII. 
Pertahanan Negara. 


Pasal 30. 


(1) Tiap-tiap Warganegara berhak dan wadjib ikut-serta 
dalam usaha pembelaan Negara. 
(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Un- 
dang-undang. 
BAB XIII. 


Pendidikan, 


Pasal 31. 
(1) Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat peng- 
adjaran. 
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan 
satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan 
Undang-undang. 
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Pasal 32. 
Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia. 


BAB XIV. 
Kesedjahteraan Sosial. 


Pasal 33. 


(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama ber- 
dasar atas azas kekeluargaan. 


(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara 
dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai 
oleh Negara. 


(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung 
didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran Rakjat. 


Pasal 34. 


Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh 
Negara. 


BAB XV. 
Bendera dan Bahasa. 


Pasal 35. 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. 


Pasal 368. 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 


BAB XVI. 
Perubahan Undang-undang Dasar. 


Pasal 37. 


(l) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang- 
kurangnja 2/3 daripada djumlah anggota Madjelis Permu- 
sjawaratan Rakjat harus hadir. 

(2) Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-ku- 
rangnja 2/3 daripada djumlah anggota jang hadlir. 
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ATURAN PERALIHAN. 


Pasal I. 


Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan 


menjelenggarakan kepindahan Pemerintahan kepada Peme- 
rintah Indonesia. 


Pasal IL. 
Badan Negara dan Peraturan jang ada masih 


langsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut 
Undang-undang Dasar ini. 


Pasal III. 


Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 


Pasal IV. 


Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Per- 
wakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk 
menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja 
didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. 


ATURAN TAMBAHAN. 


(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan 
Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menje- 
lenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang- 
undang Dasar ini. 

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawa- 
ratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk mene- 
tapkan Undang-undang Dasar. 
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PENDJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA INDONESIA. 


UMUM: 


Il Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar. 


Undang-undang Dasar suatu Negara jalah hanja sebagian 
dari hukumnja dasar Negara itu. Undang-undang Dasar 
jalah hukum dasar jang tertulis, sedang disampingnja Un- 
dang-undang Dasar itu berlaku djuga hukum dasar jang 
tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan 
terpelihara dalam praktijk penjelenggaraan Negara, meski- 
pun tidak tertulis. 

Memang untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitu- 
tionnel) suatu Negara, tidak tjukup hanja menjelidiki pasal- 
pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, 
akan tetapi harus menjelidiki djuga sebagaimana praktijk- 
nja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hin- 
tergrund) dari Undang-undang Dasar itu. 


Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dime- 
ngerti kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Untuk mengerti 
sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari 
suatu Negara kita harus mempeladjari djuga bagaimana 
terdjadinja tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangan- 
nja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu 
dibikin. 

Dengan demikian kita dapat mengerti apa makudnja 
Undang-undang jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang 
mendjadi dasar Undang-undang itu. 


II. Pokok-pokok pikiran dalam ,,pembukaan”. 


Apakah pokok-pokok jang terkandung dalam ,,pembuka- 
an” Undang-undang Dasar. 


1. ,/Negara” — begitu bunjinja — melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dengan berdasar atas persatuan dengan mewudjudkan 
keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. 


Dalam ,,pembukaan” ini diterima aliran pengertian 
Negara persatuan, Negara jang melindungi dan meliputi 
segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi se- 
gala paham golongan, mengatasi segala paham perse- 
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orangan. Negara, menurut pengertian ,,pembukaan” itu 
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indo- 
nesia seluruhnja. Iniiah suatu dasar Negara jang tidak 
boleh dilupakan. 


2. Negara hendak mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakjat. 


3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam ,,pembukaan” 
jalah Negara jang berkedaulatan Rakjat, berdasar atas 
kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh ka- 
rena itu sistim Negara jang terbentuk dalam Undang- 
undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakjat 
dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Memang 
aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia. 


4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandung dalam 
,spembukaan”' ialah Negara berdasar atas ke-Tuhanan 
Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil 
dan beradab. 


Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengan- 
dung isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain pe- 
njelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerti ke- 
manusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita 
moraal rakjat jang luhur. 


III. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok 
pikiran jang terkandung dalam ,,pembukaan” dalam pasal- 
pasalnja. 

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan 
dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok 
pikiran ini mewudjudkan tjita-tjita hukum (Rechtsidee) 
jang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum jang ter- 
tulis (Undang-undang), maupun hukum jang tidak tertulis. 


Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran 
ini dalam pasal-pasalnja. 


IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel. 


Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal 
lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana 
ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan Un- 
dang-undang Dasar Filipina. 


Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja 
memuat aturan-aturan pokok, hanja memuat garis-garis 
besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain- 
lain penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehi- 
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PENDJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA INDONESIA. 


UMUM: 


Il Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar. 


Undang-undang Dasar suatu Negara jalah hanja sebagian 
dari hukumnja dasar Negara itu Undang-undang Dasar 
lalah hukum dasar jang tertulis, sedang disampingnja Un- 
dang-undang Dasar itu berlaku djuga hukum dasar jang 
tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan 
terpelihara dalam praktijk penjelenggaraan Negara, meski- 
pun tidak tertulis. 

Memang untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitu- 
tionnel) suatu Negara, tidak tjukup hanja menjelidiki pasal- 
pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, 
akan tetapi harus menjelidiki djuga sebagaimana praktijk- 
nja dan bagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hin- 
tergrund) dari Undang-undang Dasar itu. 


Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dime- 
ngerti kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Untuk mengerti 
sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari 
suatu Negara kita harus mempeladjari djuga bagaimana 
terdjadinja tekst itu, harus diketahui keterangan-keterangan- 
nja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu 
dibikin. 

Dengan demikian kita dapat mengerti apa makudnja 
Undang-undang jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang 
mendjadi dasar Undang-undang itu. 


II. Pokok-pokok pikiran dalam ,,pembukaan”, 


Apakah pokok-pokok jang terkandung dalam ,,pembuka- 
an” Undang-undang Dasar. 


1. ,Negara” — begitu bunjinja — melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dengan berdasar atas persatuan dengan mewudjudkan 
keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia. 


Dalam ,,pembukaan” ini diterima aliran pengertian 
Negara persatuan, Negara jang melindungi dan meliputi 
segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi se- 
gala paham golongan, mengatasi segala paham perse- 
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orangan. Negara, menurut pengertian ,,pembukaan” itu 
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indo- 
nesia seluruhnja. Iniiah suatu dasar Negara jang tidak 
boleh dilupakan. 


2. Negara hendak mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh 
rakjat. 


3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam ,,pembukaan” 
ialah Negara jang berkedaulatan Rakjat, berdasar atas 
kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh ka- 
rena itu sistim Negara jang terbentuk dalam Undang- 
undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakjat 
dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Memang 
aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia. 


4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandung dalam 
»spembukaan” ialah Negara berdasar atas ke-Tuhanan 
Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil 
dan beradab. 


Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengan- 
dung isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain pe- 
njelenggara Negara, untuk memelihara budi-pekerti ke- 
manusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita 
moraal rakjat jang luhur. 


XI. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok 
pikiran jang terkandung dalam ,,pembukaan” dalam pasal- 
pasalnja. 

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan 
dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok 
pikiran ini mewudjudkan ftjita-tjita hukum (Rechtsidee) 
jang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum jang ter- 
tulis (Undang-undang), maupun hukum jang tidak tertulis. 


Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran 
ini dalam pasal-pasalnja. 


IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel. 


Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal 
lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka rentjana 
ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan Un- 
dang-undang Dasar Filipina. 


Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja 
memuat aturan-aturan pokok, hanja memuat garis-garis 
besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain- 
lain penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehi- 
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dupan Negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi 
Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar jang 
tertulis itu hanja memuat aturan-aturan pokok, sedang 
aturan-aturan jang menjelenggarakan aturan pokok itu di- 
serahkan kepada Undang-undang jang lebih mudah tjaranja 
membuat, merubah dan mentjabut. 


Demikianlah sistim Undang-undang Dasar. 


Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan 
masjarakat dan Negara Indonesia. Masjarakat dan Negara 
Indonesia tumbuh, djaman berubah, terutama pada djaman 
revolusi lahir-batin sekarang ini. 


Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus 
melihat segala gerak-gerik kehidupan masjarakat dan 
Negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah 
tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestal- 
tung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah. 


Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh 
karena itu, makin ,,soepel” (elastic) sifatnja aturan itu, 
makin baik. Djadi kita harus mendjaga supaja sistim 
Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman. 
Djangan sampai kita membikin undang-undang jang lekas 
usang (,,verouderd”). Jang sangat penting dalam pemerin- 
tahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat 
para penjelenggara Negara, semangat para Pemimpin 
pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar 
jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila 
semangat para penjelenggara Negara, para Pemimpin 
pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang 
Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja 
meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan 
tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan 
baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merin- 
tangi djalannja Negara. Djadi jang paling penting ialah 
semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain 
perkataan, dinamis. Berhubung dengan itu, hanja aturan- 
aturan pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang 
Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelengga- 
rakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada 
undang-undang. 


SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA 


Sistim pemerintahan Negara jang ditegaskan dalam 
Undang-undang Dasar Ialah : 
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I, Indonesia, ialah Negara jang berdasar atas Hukum 
(Rechtsstaat). 


1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), 
tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). 


IL Sistim Konstitusionil. 


2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum 
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan jang tidak 
terbatas). 


III. Kekuasaan Negara jang tertinggi ditangan Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat (die gesamte Staatsgewalt liegt 
allein bei der Madjelis). 


3. Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama 
»Madjelis Permusjawaratan Rakjat”, sebagai pendjel- 
maan seluruh Rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des 
Willens des Staatsvolkes). Madjelis ini menetapkan Un- 
Gang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar 
haluan Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara 
(Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). 


Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara 
jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan ha- 
luan Negara menurut garis-garis besar jang telah di- 
tetapkan oleh Madjelis. 


Presiden jang diangkat oleh Madjelis, tunduk dan ber- 
tanggung-djawab kepada Madjelis, Ia ialah ,,mandataris” 
dari Madjelis, ia berwadjib mendjalankan putusan-putusan 
Madjelis. 

Presiden tidak ,,neben”, akan tetapi ,,untergeordnet” 
kepada Madjelis. 

IV. Presiden ialah penjelenggara pemerintah Negara jang 
tertinggi dibawahnja Madjelis. 

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden 
talah penjelenggara pemerintah Negara jang tertinggi. 


Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan 
dan tanggung-djawab adalah ditangan Presiden (concentra- 
tion of power and responsibility upon the President). 


V. Presidcn tidak bertanggung-djawab kcpada Dewan 
Perwakilan Rakjat. 


Disampingnja Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat, 
Presiden harus mendapat Persetudjuan Dewan Perwakilan 
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Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetzgebung) 
dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belandja 
Negara (,,Staatsbegroting”). 


Oleh karena itu Presiden harus bekerdja bersama-sama 
dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung- 
djawab kepada Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak 
tergantung daripada Dewan. 


VL. Menteri Negara ialah pembantu Presiden: Menteri 
Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwaki- 
lan Rakjat. 


Presiden mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri 
Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab ke- 
pada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannja tidak ter- 
gantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada 
Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. 


VIL Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 


Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab ke- 
pada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan ,Giktator”, artinja 
kekuasain tidak tak terbatas. 


Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab 
kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia 
harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Per- 
wakilan Rakjat. 


Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat. 


Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan 
ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan 
sistim parlementair). Ketjuali itu anggota-anggota Dewan 
Perwakilan Rakjat semuanja merangkap mendjadi anggota 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena itu Dewan 
Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan- 
tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Pre- 
siden sun melanggar haluan Negara jang telah ditetap- 
kan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusja- 
waratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk 
persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungan- 
djawab kepada Presiden. 


Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa. 


Meskipun kedudukannja Menteri Negara tergantung dari- 
pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi 


16 


biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama men- 
djalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam 
praktek. 


Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk- 
beluknja hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaannja. 
Berhubung dengan itu Menteri mempunjai pengaruh besar 
terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara jang 
mengenai Departemennja. Memang jang dimaksudkan ialah, 
para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara. 

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi da- 
lam pemerintahan Negara para Menteri bekerdja bersama, 
satu sama lain seerat-eratnja dibawah pimpinan Presiden. 


TENTANG PASAL-PASAL : 
BAB L 
Bentuk dan kedaulatan Negara 


Pasal 1. 


Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, me- 
ngandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat. 


Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara 


Negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pen- 
djelmaan Rakjat, jang memegang kedaulatan Negara. 


BAB I. 
Madjelis Permusjawaratan Rakjat 


Pasal 2. 


Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, 
seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, se- 
hingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai 
pendjelmaan rakjat. 


Jang disebut ,,golongan-golongan”, ialah Badan-badan se- 
perti koperasi Serikat Sekerdja dan lain-lain Badan Kolektif. 
Aturan demikian memang sesuai dengen aliran zaman. Ber- 
hubung dengan andjuran mengadakan sistim koperasi dalam 
ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanja golungan- 
golongan dalam Badan-badan ekonomi. 
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Ajat 2. Badan jang akan besar djumlahnja bersidang se- 
dikit-dikitnja sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnja, djadi 
kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari 
sekali dengan mengadakan Persidangan istimewa. 

Pasal 3. 


Oleh karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang 
kedaulatan Negara, maka kekuasaannja tidak terbatas, 
mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun, 
Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala 
aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan 
apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari. 


BAB III. 


Kekuasaan Penierintahan Negara. 


Pasal 4 dan pasal 5. 


Ajat 2. Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam 
Negara. Untuk mendjalankan Undang-undang, ia mempunjai 
kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (,,pou- 
voir reglementair”). 


Pasal 5. 


Ajat 1. Ketjuali ,,executive power", Presiden bersama- 
sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan ,,le- 
gislative power” dalam Negara. 

Pasal-pasal 6, 7, 8, 9. 

Telah djelas. 

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah 
konsekwensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. 

BAB IV. 
Dewan Pertimbangan Agung. 


Pasal 16. 


Dewan ini ialah sebuah Council of State jang berwadjib 
memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia 
sebuah Badan Penasehat belaka. 
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BAB V. 
Kementerian Negara. 


Pasal 17. 
Lihatlah diatas. 


BAB VI. 
Pemerintahan Daerah. 


Pasal 18. 


IL Oleh karena Negara Indonesia itu suatu ,,eenheids- 
staat”, maka Indonesia tak akan mempunjai daerah didalam 
lingkungannja jang bersifat ,Staat” djuga. 

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan 
arina propinsi akan dibagi pula dalam daerah jang lebih 

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek- dan locale 
rechtsgemeenschappen ) atau bersifat daerah administrasi 
belaka, semuanja menurut aturan jang akan ditetapkan 
dengan Undang-undang. 

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan 
badan perwakilan daerah, oleh karena didaerahpun pemerin- 
tahan akan bersendi atas dasar permusjawaratan. 

IL Dalam territoir Negara Indonesia terdapat t 250 
»”Zelfbesturende landschappen” dan Volksgemeenschappen, 
seperti desa di Djawa dan Bali, negeri di Minangkabau, 
dusun dan marga di Palembang dan sebagainja. Darren, 
daerah itu mempunjai susunan asli, dan oleh karenanja dapa 
dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa. 

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan dae: 
rah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan adan 
jang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak- 
asal-usul daerah tersebut. 


BAB VII. 
Dewan Perwakilan Rakjat. 
Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23. 
Lihatlah diatas, halaman 10 dan 11. 


Dewan ini harus memberi persetudjuannja kepada tiapUah 
rantjangan Undang-undang dari Pemerintah. Pun DW 
mempunjai hak initiatif untuk menetapkan Yna ang-undang 
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III. Dewan ini mempunjai djuga hak begroting pasal 23. 
Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Peme- 
rintah. : 

Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini 
ne mendjadi anggota Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat. 


Pasal 22. 


Pasal ini mengenai ,,noodverordeningsrecht” Presiden. 
Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaja ke- 
selamatan Negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam 
keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah untuk 
bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah 
tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakjat. Oleh karena itu peraturan Pemerintah dalam pasal 
ini, jang kekuatannja sama dengan Undang-undang harus 
disjahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat. 


BAB VIII. 


Hal Keuangan. 
Pasal 23. 


Ajat 1, 2, 3, 4. Ajat 1 memuat hak Begroting Dewan Per- 
wakilan Rakjat. 


Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belandja 
adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam 
Negara jang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan 
semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demo- 
krasi atau dalam Negara jang berdasarkan kedaulatan 
rakjat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan 
dan belandja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja 
dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. 

Betapa tjaranja Rakjat — sebagai bangsa — akan hidup 
dan dari mana didapatnja belandja buat hidup, harus di- 
tetapkan oleh Rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan 
Perwakilannja. 

Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga 
tjara hidupnja. 

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pen- 
dapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat 
lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. Ini tanda ke- 
daulatan Rakjat. 
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Oleh karena penetapan belandja mengenai hak Rakjat 
untuk menentukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan 
jang menempatkan beban kepada Rakjat, sebagai padjak 
dan lain-lainnja, harus ditetapkan dengan Undang-undang, 
jaitu dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat. 


Djuga tentang hal matjam dan harga mata uang ditetap- 
kan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan 
uang itu besar pengaruhnja atas masjarakat. Uang ter- 
utama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat 

untuk memudahkan pertukaran — djual-beli dalam 
masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan 
rupa uang jang diperlukan oleh Rakjat sebagai pengukur 
harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang 
jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga 
itu, mestilah tetap harganja, djangan naik-turun karena ke- 
adaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan 
uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang. 


Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia jang 
akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, 
ditetapkan dengan Undang-undang. 


Ajat 5. Tjara Pemerintah mempergunakan uang belandja 
jang sudah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus 
sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa 
tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan jang 
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu 
badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melaku- 
kan kewadjiban jang seberat itu. Sebaliknja badan itu bukan- 
lah pula badan jang berdiri diatas Pemerintah. 


Sebab itu kekuasaan dan kewadjiban badan itu ditetapkan 
dengan Undang-undang. 


BAB IX. 
Kekuasaan Kehakiman. 
Pasal 24 dan 25. 

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka, 
artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Ber- 
hubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang- 
undang tentang kedudukannja para hakim. 
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BAB X. 


Warganegara. 
Pasal 26. 


Ajat 1, Orang-orang bangsa lain, misalnja orang perana- 
kan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranankan Arab, 
jang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia se- 
bagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Repu- 
blik Indonesia, dapat mendjadi warganegara. 


Ajat 2. Telah djelaa 
Pasal 27, 30, 31 ajat 1. 


Pasal-pasal ini mengenai hak-haknja warganegara. 
Pasal 28, 29 ajat 1, 34. 

Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. 

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warganegara mau- 
pun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa 
Indonesia untuk membangunkan Negara jang bersifat demo- 
kratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial 
dan peri-kemanusiaan. 


BAB XI. 
Agama. 
Pasal 29. 


Ajat 1. Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indo- 
nesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa. 


BAB XII. 
Pertahanan Negara. 


Pasal 30. 


Telah djelas. 


BAB XII. 
Pendidikan. 


Pasal 31. 
Ajat 2. Telah djelas. 
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Pasal 32. 


Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai 
buah usaha budi-daja Rakjat Indonesia seluruhnja. 


Kebudajaan lama dan asli jang terdapat sebagai puntjak- 
puntjak kebudajaan didaerah-daerah diseluruh Indonesia, 
terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan 
harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan per- 
satuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebu- 
dataan asing jang dapat memperkembangkan atau memper- 
kaja kebudajaan bangsa sendiri, serta mempertinggi deradjat 
kemanusiaan bangsa Indonesia. 


BAB XIV 
Kesedjahteraan Sosial. 


Pasal 33. 


Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi, 
produksi dikerdjakan oleh semua, untuk semua dibawah 
pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Ke- 
makmuran masjarakatlah jang diutamakan, bukan kemak- 
muran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun seba- 
gai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun 
perusahaan jang sesuai dengan itu ialah koperasi. 


Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemak- 
muran bagi segala orang. Sebab itu tjabang-tjabang produksi 
jang penting bagi Negara dan jang menguasai hidup orang 
banjak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak tampuk 
produksi djatuh ketangan orang seorang i 
rakjat jang banjak ditindasnja. an 

Hanja perusahaan jang tidak menguasai 


orang banjak boleh ditangan orang seorang hadjat hidup 


Bumi dan air dan kekajaan alam 1 
burni adalah pokok-pokok kemakmuras (kandung dalam 


: Uran rakjat. Sebab itu 
harus dikuasai oleh Negara dan dipe 
besar kemakmuran rakjat. pergunakan untuk sebesar- 


Pasal 34. 
Telah tjukup djelas, lihat diatas 
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BAB XV. 
Bendera dan Bahasa. 
Pasal 35. 
Telah djelas. 
Pasal 36. 


Telah djelas. 


Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang di- 
pelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (mitsalnja bahasa 
Djawa, Sunda, Madura, dsb.) bahasa-bahasa itu akan di- 
hormati dan dipelihara djuga oleh Negara. 


Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebuda- 
jaan Indonesia jang hidup. 


BAB XVI. 
Perubahan Undang-undang Dasar. 
Pasal 37. 
Telah djelas. 


PERATURAN PEMERINTAH No. 40 TAHUN 1958 
tentang 
BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 


a. bahwa bendera kebangsaan Sang Merah Putih adalah 
lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Republik 
Indonesia: 


b. bahwa oleh karena itu perlu diadakan peraturan tentang 
bentuk, ukuran dan penggunaan bendera kebangsaan jang 
selaras dengan kedudukannja, 


Mengingat : pasal 3 ajat 1 dan pasal 142 Undang-undang 
Dasar Sementara Republik Indonesia: 


Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-10T 
pada tanggal 30 Mei 1958. | 


Memutuskan: 
Menetapkan : 


PERATURAN TENTANG BENDERA KEBANGSAAN 
REPUBLIK INDONESIA. 


BAB I. 
UMUM. 
Bentuk dan djenis. 


Pasal 1. 


Bendera kebangsaan Sang Merah Putih, selandjutnja di- 
sebut Bendera Kebangsaan, berbentuk segi-empat pandjang, 
jang lebarnja dua-pertiga daripada pandjangnja, bagian atas 
berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih sedang 
kedua bagian itu sama lebarnja. 
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Pasal 2. 


Bendera Kebangsaan jang dikibarkan : 

a. pada rumah-rumah djabatan atau dihalaman rumah-rumah 
djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur — 
aa Daerah dan Kepala Daerah jang setingkat dengan 

b. pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung Ka- 
binet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, 
Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante dan Dewan Na- 
sional, Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung, Dewan 
Pengawas Keuangan : 

dibuat daripada kain jang kuat dan tidak luntur dan ber- 

ukuran dua meter lebar dan tiga meter pandjang. 


Pasal 3. 


Bendera Kebangsaan jang dipasang dilain tempat daripada 
jang dimaksud dalam pasal 2, dapat dibuat dengan bahan 
dan ukuran jang lain, asal sadja ukuran itu memenuhi sjarat- 
sjarat seperti jang ditentukan dalam pasal 1 dan diselaras- 
kan dengan keadaan. 


Pasal 4. 


(l) BENDERA PUSAKA ialah Bendera Kebangsaan jang 
digunakan pada upatjara Proklamasi Kemerdekaan di Dja- 
karta pada tanggal 17 Agustus 1945. 


(2) BENDERA PUSAKA hanja dikibarkan pada tanggal 
17 Agustus. 


(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 22 tidak berlaku 
bagi BENDERA PUSAKA. 


BAB II. 
WAKTU DAN TJARA PENGGUNAAN 


Pasal 5. 


(l) Penggunaan Bendera Kebangsaan harus selaras de- 
ngan kedudukannja sebagai lambang kedaulatan dan tanda 
kehormatan Negara. 


(2) Bendera Kebangsaan tidak boleh dipergunakan untuk 
memberi hormat kepada seseorang dengan menundjukkannja 
seperti lazim dilakukan pada waktu memberi hormat dengan 
pandji-pandji. 
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Pasal 6. 


(1) Pada umumnja Bendera Kebangsaan dikibarkan pada 
waktu siang hari, jaitu antara saat matahari terbit dan saat 
matahari terbenam. 


(2) Dalam hal-hal jang luar biasa, jaitu pada waktu 
seluruh nusa dan bangsa sangat bergembira atau sangat 
berduka-tjita atau untuk mengobar-ngobarkan semangat 
membela tanah air, maka Pemerintah dapat menentukan me- 
njimpang dari jang tersebut dalam ajat 1. : 


Pasal 7. 


(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan pada Hari Kemerde- 
kaan tudjuhbelas Agustus. 


(2) Dalam hal-hal jang istimewa, jaitu pada waktu diada- 
kan peringatan-peringatan nasional atau perajaan lain jang 
menggembirakan nusa dan bangsa, maka Pemerintah dapat 
mengandjurkan supaja Bendera Kebangsaan dikibarkan dise- 
luruh Negara. 


(3) Kepala Daerah dapat pula mengandjurkan pengibaran 
Bendera Kebangsaan didaerahnja, djika ada kundjungan 
Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau tamu Negara jang 
penting kedaerahnja atau djika daerahnja merajakan sesuatu 
hal jang penting. 


(4) Penggunaan Bendera Kebangsaan diperbolehkan pada 
waktu dan ditempat : 


a. diadakan peralatan perkawinan, sunatan dan peralatan- 
peralatan agama atau adat jang lain jang lazim dirajakan : 

b. didirikan bangunan, djika pemasangan ini mendjadi ke- 
biasaan: dalam hal ini pemasangan itu dapat dilakukan 
siang malam: 

Cc. diadakan pertemuan-pertemuan seperti muktamar, kon- 
perensi, peringatan tokoh-tokoh nasional atau hari-hari 
bersedjarah: 

d. diadakan perlombaan-perlombaan: 

e. diadakan perajaan sekolah: 

f. diadakan perajaan-perajaan lain dimana pemasangan 
bendera itu dapat dianggap sebagai tanda pernjataan 
kegembiraan umum: 

g. diadakan perajaan organisasi seperti dimaksud pada pa- 
sal 27. 
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Pasal 8. 


(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan sebagai tanda ber- 
bangtan djika Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara 
a 


(2) Pemerintah dapat pula mengandjurkan pengibaran 
Bendera Kebangsaan sebagai tanda turut berkabung dengan 
lain Negara bersahabat. 


(3) Bendera Kebangsaan dapat pula dikibarkan sebagai 
tanda berkabung djika seorang pendjabat penting dari se- 
suatu kementerian, badan-badan perwakilan rakjat, djawa- 
tan atau kantor meninggal dunia. Pengibaran itu terbatas 

gedung kementerian, badan perwakilan rakjat, djawatan 
dan kantor jang bersangkutan. 


(4) Sebagai tanda berkabung seperti jang dimaksud da- 
lam ajat-ajat 1, 2 dan 3 tersebut diatas, Bendera Kebang- 
saan dipasang setengah tiang. | 


Pasal 9. 


(1) Djika pada waktu-waktu jang tersebut dalam pasal 7 
ajat 1 dan ajat 2 dan pada waktu diadakan perajaan daerah 
seperti dimaksud dalam pasal 7 ajat 3, dikibarkan bendera- 
bendera organisasi, maka Bendera Kebangsaan harus diki- 
barkan pula. 

(2) Djika pada waktu-waktu tersebut diatas diadakan 
pawai dengan dibawa bendera-bendera organisasi, maka pada 
pawai itu Bendera Kebangsaan dibawa bersama-sama de- 
ngan bendera-bendera organisasi itu. 


Pasal 10. 


(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan setiap hari: 

a. pada rumah-rumah djabatan atau dihalaman rumah- 
rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gu- 
bernur — Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang se- 
tingkat dengan ini, 

b. pada rumah-rumah djabatan atau dihalaman rumah- 
rumah djabatan semua Kepala Daerah: 

c. pada makam pahlawan nasional. 


(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam 
pasal 7 dan pasal 8, maka Bendera Kebangsaan dikibarkan: 


a. setiap hari-kerdja pada gedung-gedung atau dihalaman 
gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Men- 
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teri, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante, Kemen- 
terian, Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung, Dewan 
Pengawas Keuangan dan Se jang ditetapkan 
oleh Menteri jang bersangkutan 

b. setiap hari-sekolah pada Kedung-eelun atau dihalaman 
gedung-gedung sekolah negeri, dan sedapat-dapatnja pada 
gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung sekolah 
partikelir nasional. 


(3) Pada gedung-gedung atau dihalaman gedung-gedung 
tersebut dalam ajat-ajat diatas, ketjuali pada gedung atau 
dihilaman gedung-gedung sekolah partikelir, tidak boleh di- 
pasang bendera organisasi. 


Pasal 11. 


(1) Presiden, Wakil Presiden, bekas Presiden, bekas 
Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, 
Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung 
dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan dapat menggunakan 
Bendera Kebangsaan sebagai tanda kedudukan pada alat 
pengangkutan jang dinaiki, ketjuali pada kapal. Bagi lain 
orang penggunaan jang demikian itu dilarang. 


(2) Bendera Kebangsaan sebagai tanda kedudukan ter- 
sebut diatas dipasang pada mobil sebelah muka ditengah- 
tengah. 

(3) Bendera Kebangsaan jang digunakan pada mobil, 
bagi Presiden dan Wakil Presiden berukuran 36 cm X 54 cm, 
buat bekas Presiden, bekas Wakil Presiden, Menteri, Ketua 
Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mah- 
kamah Agung, Djaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas 
Keuangan berukuran 30 cm X 45 cm. 


Pasal 12. 


(1) Apabila Bendera Kebangsaan dikibarkan pada ge- 
dung atau dihalaman gedung itu, maka bendera itu harus 
ditempatkan pada gedung atau dihalaman muka ditengah- 
tengah atau disebelah kanan, dilihat dari dalam gedung ke- 
luar. 

(2) Djika dalam rapat atau pertemuan digunakan Ben- 
sa Kebangsaan, maka pemasangannja adalah sebagai ber- 
ikut : 

a. djika dipasang merata, maka bendera itu ditempatkan 
pada dinding diatas belakang Ketua, 


b. djika dipasang pada tiang, maka bendera ditempatkan 
disebelah kanan Ketua. 


(3) Djika dalam rapat tersebut dalam ajat 2 dipasang 
pula bendera-bendera organisasi, maka bendera-bendera itu 
ena ditempatkan pada tempat-tempat tersebut dalam ajat 


Pasal 13. 


(1) Djika beberapa Bendera Kebangsaan dipasang ber- 
Geret tergantung pada tali untuk perhiasan, maka diantara- 
nja tidak dipasang bendera-bendera organisasi atau bendera- 
bendera lain. Bendera-bendera Kebangsaan tersebut sama 
besarnja dan dipasang dengan sisi-lebarnja pada tali sedang 
urutan warna-warna merah dan putih tetap sama. 


(2) Djika kain atau kertas merah-putih jang bukan ben- 
dera, dipakai Penak perhiasan, maka warna merah selalu 
diatur sebelah atas. ! | 


Pasal 14. 


Djika Bendera Kebangsaan dipakai sebagai lentjana, maka 
lentjana itu dipasang pada dada sebelah kiri diatas saku 
atau ditempat setinggi itu djika tidak ada saku. 


Pasal 15. 


(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 11, 
maka Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang pada ken- 
daraan, ketjuali pada waktu-waktu jang tersebut dalam 
pasal 7 ajat 1, ajat 2 dan ajat 3. 


(2) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang pada kenda- 
raan, maka bendera itu harus dipasang pada tiang. Tiang 
itu harus ditempatkan kuat-kuat pada atau dekat penahan 
retjik dimuka atau tempat lain dimuka. Djika hanja diguna- 
kan satu Bendera Kebangsaan, maka bendera itu dipasang 
disebelah kanan dan djika ada dua Bendera Kebangsaan, 
bendera jang kedua dipasang disebelah kiri. 


(3) Bendera Kebangsaan jang dipasang pada kendaraan 
tersebut diatas tidak boleh melebihi ukuran 20 cm X 30 cm. 


(4) Djika Bendera Kebangsaan pada waktu-waktu se- 
perti dimaksud dalam ajat 1 dipasang pada kendaraan ber- 
sama-sama dengan bendera lain, maka bendera lain itu di- 
pasang sebelah kiri. 
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Pasal 16. 


(1) Bendera Kebangsaan hanja boleh dipakai untuk pe- 
nutup peti djenazah atau usungan djenazah : 


a. Presiden dan Wakil Presiden, bekas Presiden, bekas Wa- 
kil Presiden, Menteri-menteri, Ketua Dewan Perwakilan 
Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, 
Djaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan, 


b. Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia jang 
bergelar Duta Besar atau Duta jang meninggal dunia di- 
luar negeri, 

c. Warganegara jang oleh Perdana Menteri ditentukan patut 
mendapat penghormatan ini karena ia adalah tokoh na- 
sional atau pahlawan nasional. 


(2) Djika Bendera Kebangsaan dipakai untuk penutup 
peti djenazah atau usungan djenazah, maka bendera itu di- 
pasang lurus memandjang peti atau usungan itu, bagian 
jang berwarna merah diatas bagian kiri badan djenazah. 
Diatas bendera tidak boleh diletakkan sesuatu apa. Bendera 
tidak diturunkan kedalam liang kubur dan tidak diperkenan- 
kan menjinggung tanah. 


Pasal 17. 


Djika Bendera Kebangsaan digunakan dalam upatjara 
pembukaan patung atau tugu peringatan, maka bendera itu 
tidak boleh dipakai sebagai selubung patung atau tugu per- 
ingatan itu, tetapi harus dikibarkan pada tiang ditempat 
jang terhormat. 


BAB III. 
TATA TERTIB DALAM PENGGUNAAN. 


Pasal 18. 


(1) Djika Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang, 
maka besar serta tinggi tiang itu sedapat-dapatnja seimbang 
dengan besarnja bendera itu. 

(2) Djika Bendera Kebangsaan dipasang pada dinding, 


maka bendera itu harus dipasang membudjur merata. Dalam 
hal-hal lain, Bendera itu dipasang pada sisi-lebarnja. 


(3) Pemasangan Bendera Kebangsaan pada tali, dilaku- 
kan sedemikian sehingga bagian pinggir-dalam bendera ter- 
sebut diikatkan tegang pada tali itu 
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Pasal 19. 


(1) Bendera Kebangsaan dinaikkan pada tiang atau 
diturunkan dengan perlahan-lahan serta chidmat dan bendera 
itu tidak boleh menjinggung tanah. 


(2) Djika Bendera Kebangsaan hendak dipasang setengah 
tiang, maka bendera itu dinaikkan dahulu sampai keudjung- 
tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan sampai 
setengah tiang. Djika kemudian bendera itu hendak diturun- 
kan, maka bendera tersebut dinaikkan dahulu sampai ke- 
udjung tiang, dihentikan sebentar dan kemudian diturunkan. 


Pasal 20. 


Pada waktu upatjara penaikan atau penurunan Bendera 
Kebangsaan maka semua orang jang hadlir memberi hormat 
dengan berdiri tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan 
muka kepada bendera sampai upatjara selesai. 


Mereka jang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi 
memberi hormat menurut tjara jang telah ditentukan oleh 
organisasinja itu. 


Mereka jang tidak berpakaian seragam, memberi hormat 
dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan tapak 
tangan dengan djari-djari rapat pada paha, sedang semua 
djenis penutup kepala harus dibuka, ketjuali kopiah, ikat 
kepala, sorban dan kudung atau topi-wanita jang dipakai 
menurut agama atau adat-kebiasaan. 


Pasal 21. 


(1) Pada waktu dikibarkan atau dibawa, Bendera Ke- 
bangsaan tidak boleh menjinggung tanah, air atau benda- 
benda lain. 


(2) Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang atau di- 
pakai sedemikian sehingga mudah kojak atau kotor. 


(3) Bendera Kebangsaan tidak boleh digunakan berten- 
tangan dengan ketentuan dalam pasal 5 ajat 1, mitsalnja 
tidak boleh : 

a. dipakai sebagai langit-langit, atap, pembungkus barang, 
tutup barang, reklame perdagangan dengan tjara apapun 
djuga , 

b. digambar ditjetak atau disulam pada barang-barang jang 
pemakaiannja mengandung kurang penghormatan terha- 
dap Bendera Kebangsaan. 
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(4) Pada Bendera Kebangsaan tidak boleh ditaruh len- 
tjana, huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain. 


Pasal 22. 


Apabila Bendera Kebangsaan dalam keadaan sedemikian 
rupa, hingga tidak lajak untuk dikibarkan lagi, maka ben- 
dera itu harus dihantjurkan dengan mengingat kedudukannja, 
sebaiknja dibakar. 


BAB IV. 


PENGGUNAAN BERSAMA-SAMA DENGAN BENDERA 
LAIN. 


Pasal 23. 


(l) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama 
dengan bendera kebangsaan asing maka bendera-bendera 
itu dikibarkan pada tiang-tiang tersendiri jang sama tinggi- 
nja dan sama besarnja sedangkan ukuran-ukuran bendera 
bendera itu sama atau kira-kira sama. 


(2) Dalam hal itu Bendera Kebangsaan diberi tempat 
menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 


a. djika hanja ada sebuah bendera asing, maka Bendera 
Kebangsaan dipasang disebelah kanan: 


b. djika ada bendera dari beberapa negara asing, maka se- 
mua bendera itu dipasang pada suatu baris, Bendera Ke- 
bangsaan ditempatkan ditengah djika djumlah bendera- 
bendera itu gandjil atau dipasang ditengah sebelah kanan 
djika djumlah itu genap, 

C. dalam pawai atau defile dimana Bendera Kebangsaan di- 
bawa bersama-sama dengan bendera kebangsaan asing, 
maka kepada Bendera Kebangsaan diberi tempat sesuai 
dengan ketentuan sub a dan sub b, 

d. djika Bendera Kebangsaan dan bendera kebangsaan asing 
dipasang pada tiang-tiang jang bersilang, maka kain 
Bendera Kebangsaan dipasang sebelah kanan, sedang 
tiangnja ditempatkan didepan tiang bendera asing itu. 


Pasal 24. 


Bendera djabatan dan bendera atau pandji-pandji organi- 
sasi tidak boleh pada pokoknja menjerupai Bendera Kebang- 
saan. 
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Pasal 25. 


Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama de- 


ngan Pandji Presiden dan/atau Pandji Wakil Presiden, maka 
kepada Bendera Kebangsaan diberi tempat menurut keten- 
tuan-ketentuan sebagai berikut : 


a. 


Djika hanja ada sebuah Pandji, maka Bendera Kebang- 
saan dipasang disebelah kanan: djika ada dua buah Pan- 
dji, maka Bendera Kebangsaan ditempatkan ditengah: 


Pandji sedapat-dapatnja tidak dipasang lebih tinggi dari 
Bendera Kebangsaan: 


Ukuran Pandji tidak lebih besar dari ukuran Bendera 
Kebangsaan: 


Bendera Kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan 
Pandji. 


Pasal 26. 


(1) Apabila Bendera Kebangsaan dipasang bersama-sama 


dengan bendera atau pandji-pandji organisasi, maka kepada 
Bendera Kebangsaan diberi tempat menurut ketentuan-ke- 
tentuan sebagai berikut : 


a. 


Djika hanja ada sebuah bendera atau pandji-pandji ore 
ganisasi, maka Bendera Kebangsaan dipasang disebelah 
kanan, 


Djika ada dua atau lebih dari dua buah bendera atau 
pandji-pandji organisasi, maka bendera atau pandji-pandji 
tersebut dipasang pada satu baris, sedang Bendera Ke- 
bangsaan ditempatkan dimuka baris itu ditengah: 


dalam pawai atau defil6 jang terdiri dari satu atau lebih 
dari satu rombongan jang masing-masing membawa satu 
atau lebih dari satu Bendera Kebangsaan, maka Bendera 
Kebangsaan dibawa dengan memakai tiang dimuka baris 
bendera atau pandji-pandji organisasi jang mendahului 
tiap-tiap rombongan, 


Bendera Kebangsaan harus tampak lebih besar dan di- 
pasang lebih tinggi daripada bendera atau pandji-pandji 
organisasi, 

Bendera Kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan 
bendera atau pandji-pandji organisasi: 


(2) Pada waktu membawa Bendera Kebangsaan dalam 
pawai atau berdiri memegang bendera itu pada waktu upa- 
tjara, maka tiang bendera tidak dipanggul dipundak. 


Pasal 27. 


Djika dalam perajaan organisasi dikibarkan bendera orga- 
nisasi, maka harus pula dikibarkan Bendera Kebangsaan, 
jang dipasang pada tempat jang terhormat menurut keten- 
tuan tersebut dalam pasal 26. 


BAB V. 
PENGGUNAAN DI KAPAL. 


Pasal 28. 


(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan dikapal-kapal Peme- 
rintah baik pada waktu berlabuh, maupun pada waktu ber- 
lajar setiap hari antara saat matahari terbit dan saat mata- 
hari terbenam. 


(2) Kapal-kapal partikelir Indonesia jang isinja 20 meter 
kubik kotor atau lebih diwadjibkan mengibarkan Bendera 
Kebangsaan : 


a. setiap hari, selama berlabuh antara saat matahari terbit 
dan saat matahari terbenam: 

b. pada waktu tiba di atau pada waktu berangkat dari se- 
buah pelabuhan pada waktu mentjemat, bergerak dengan 
lajar atau dengan kekuatan dipelabuhan: 

C. pada waktu melalui benteng, batere atau menara laut, 
kapal perang atau kapal polisi, apabila diminta. 


(3) Menurut kebiasaan Bendera Kebangsaan dikibarkan 
djuga oleh sesuatu kapal tersebut dalam ajat 2 pada waktu 
kapal itu akan memberi hormat kepada kapal-kapal lain. 


(4) Ketentuan tersebut dalam pasal 6 ajat 2 sub a dan b 
hanja berlaku bagi pengibaran Bendera Kebangsaan pada 
kapal-kapal dipelabuhan. 


Pasal 29. 


(1) Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang-bendera 
diburitan. Pada waktu berlajar bendera itu dapat dipasang 
pada topang. Mengenai kapal-kapal lajar, maka pada waktu 
berlajar bendera itu dapat dipasang pada aris-belakang dari 
lajar atau dari lajar jang dibelakang sekali tepat dibawah 
topang. 
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(2) Dalam hal-hal dimaksud dalam pasal 7 ajat 1 dan 
ajat 2 atau selama waktu Kepala Negara atau Wakil Kepala 
Negara berada disebuah pelabuhan, maka kapal-kapal Indo- 
nesia jang pada hari-hari itu berada disemua pelabuhan atau 
dipelabuhan tersebut diatas sedang berlabuh atau dikepil 
harus merias. Dalam keadaan ini Bendera Kebangsaan harus 
dipasang pada tiap puntjak tiang. 


(3) Pada hari raja resmi jang lain, maka kapal-kapal 
Indonesia jang pada hari itu berada dipelabuhan sedang ber- 
labuh atau dikepil, harus memasang Bendera Kebangsaan 
pada tiap puntjak tiang. 


Pasal 30. 


(l) Djika pandji atau bendera djabatan dikibarkan diatas 
kapal, maka Bendera Kebangsaan dikibarkan tetap pada 
tiang-bendera diburitan atau pada topang, sedangkan pandji 
atau bendera djabatan itu dipasang menurut ketentuan-ke- 
tentuan dalam Peraturan tentang pandji dan bendera dja- 
batan. 


(2) Apabila bendera kebangsaan asing dikibarkan pada 
kapal-kapal, maka Bendera Kebangsaan dipasang tetap pada 
tempatnja, sedangkan bendera kebangsaan asing dipasang 
menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
tentang penggunaan bendera kebangsaan asing. 


Pasal 31. 


Tjara pemberian hormat oleh sebuah kapal kepada kapal 
lain dilakukan : 


a. Apabila Bendera Kebangsaan dikibarkan pada tiang ben- 
dera diburitan, dengan menurunkannja hingga udjung 
bawah bendera itu sampai pada pagar-kapal sehingga 
masih dapat berkibar, dan kemudian menaikkannja kem- 
bali kepuntjak tiang, : 


b. djika bendera itu dipasang pada topang, dengan menu- 
runkan bendera itu sampai setengah djarak antara udjung 
topang dan pagar-kapal jang diatas sekali, serta kemu- 
dian menaikkannja kembali ketempatnja, 


c. djika pada kapal lajar bendera itu dipasang pada aris- 
belakang dari lajar atau dari lajar jang terbelakang, de- 
ngan menurunkan bendera itu sampai setengah djarak 
antara udjung topang dan udjung bawah aris itu, serta 
kemudian menaikkannja kembali ketempatnja. 
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Pasal 32. 


Apabila kapal-kapal asing jang masuk atau berlabuh di- 
pelabuhan Indonesia mengibarkan bendera kebangsaannja, 
maka Bendera Kebangsaan dipasang pada tiang-kapal jang 
terdepan. 


Pasal 33. 


Pada waktu berkabung seperti dimaksud dalam pasal 8, 
maka Bendera Kebangsaan dipasang : 


a. setengah tiang, djika bendera itu dalam keadaan jang 
biasa dikibarkan pada tiang bendera diburitan: 

b. pada setengah djarak antara udjung topang dan pagar- 
kapal jang diatas sekali, djika bendera itu dalam keadaan 
jang biasa dikibarkan pada topang: 

C. pada setengah djarak antara udjung topang dan udjung 
bawah aris-belakang, djika lajar atau dari lajar jang di- 
belakang sekali. 


Pasal 34. 


Apabila pada waktu berkabung Bendera Kebangsaan di- 
kibarkan setengah tiang, maka tjara pemberian hormat oleh 
kapal-kapal seperti dimaksud dalam pasal 31, dilakukan : 


a. dalam hal jang dimaksud dalam pasal 33 sub a, dengan 
menaikkan bendera itu hingga kepuntjak tiang, kemu- 
dian menurunkannja hingga udjung-bawah bendera itu 
sampai pada pagar-kapal, lalu menaikkannja lagi kepun- 
tjak tiang dan kemudian menurunkannja kembali ke se- 
tengah tiang: 

b. dalam hal jang dimaksud dalam pasal 33 sub b, dengan 
menaikkan bendera itu hingga keudjung topang, kemu- 
dian menurunkannja hingga keudjung topang, kemudian 
menurunkannja hingga udjung-bawah bendera itu sampai 
pada pagar-kapal jang diatas sekali, lalu menaikkannja 
lagi keudjung topang, dan kemudian menurunkannja kem- 
bali kesetengah djarak antara udjung topang dan pagar- 
kapal jang diatas sekali: 

C. dalam hal jang dimaksud dalam pasal 33 sub c, dengan 
menaikkan bendera itu hingga keudjung topang, kemu- 
dian menurunkannja hingga keudjung bawah aris-bela- 
kang lalu menaikkannja lagi keudjung topang dan kemu- 
dian menurunkannja kembali kesetengah djarak antara 
topang udjung dan udjung-bawah aris-belakang. 
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BAB VI. 


PENGGUNAAN DILINGKUNGAN ANGKATAN 
PERANG. 


Pasal 35. 


Penggunaan Bendera Kebangsaan dilingkungan Angkatan 
Perang diatur lebih landjut dengan Keputusan Presiden atas 
usul Menteri Pertahanan dan djika perlu berhubung dengan 
sifat chusus dari Angkatan Perang, dengan menjimpang dari 
ketentuan-ketentuan jang bukan pokok jang termuat dalam 
Peraturan Pemerintah ini. 


BAB VII. 
PENGGUNAAN DILUAR NEGERI. 


Pasal 36. 


Penggunaan Bendera Kebangsaan disesuatu negara asing 
oleh instansi Pemerintah dan warganegara Indonesia, dilaku- 
kan menurut Peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan 
bendera kebangsaan asing jang berlaku dinegeri itu. 


BAB VIII. 
ATURAN HUKUMAN. 


Pasal 37. 


(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 9, pasal 10 ajat 3, pasal 11 ajat 1, pasal 12 
ajat 3, pasal 21 ajat 3 dan ajat 4, pasal 23 ajat 1 dan ajat 2, 
pasal 24, pasal 26 ajat 1, pasal 27 dan pasal 28 ajat 2 di- 
hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga 
bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknja lima ratus 
rupiah. 


(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat 1 dipandang 
sebagai pelanggaran. 
Pasal penutup. 
Peraturan Pemerintah ini dapat disebut ,,Peraturan Ben- 
dera Kebangsaan” dan mulai berlaku pada hari diundangkan. 
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Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerin- 
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pe- 
nempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 26 Djuni 1958. 
Presiden Republik Indonesia, 
ttd. 


BOEKARNO. 
ttd. 
Perdana Menteri, 
DJUANDA. 


Diundangkan 


pada tanggal 10 Djuli 1958. 
Menteri Kehakiman, 


ttd. 
G. A. MAENGKOM. 


Lembaran-Negara No. 68 tahun 1958. 


PENDJELASAN 


PERATURAN PEMERINTAH No. 40 TAHUN 1988 


| tentang 
BENDERA KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA. 


PENDJELASAN UMUM. 


Sedjak dalam tahun 1945 dalam pasal 35 Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia ditulis bahwa Bendera 
Negara Republik ialah Sang Merah Putih dan Komite Nasio- 
nal Indonesia dalam pengumuman tertanggal Djakarta 3 
Oktober 1945 mengatakan bahwa ,,bentuk bendera ukuran 3 
kali 2” dan mewartakan tjara penghormatan pada bendera 
itu, hingga kini belumlah diadakan peraturan-peraturan lain 
mengenai Bendera Negara. 


Karena dalam praktek penggunaan Bendera Kebangsaan 
itu seringkali tidak selaras dengan kedudukannja, berhubung 
dengan kurang adanja pengertian umum akan sifat dan arti 
Bendera Kebangsaan, maka untuk memperluas dan memper- 
dalam pengertian itu, perlu diadakan Peraturan Pemerintah 
jang memuat ketentuan-ketentuan jang bersifat mendidik, 
terutama dalam tata-tertib dan tjinta kepada Bangsa dan 
Tanah Air. 


. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


Perimbangan ukuran ini ditetapkan 2 X 3 sesuai dengan 
Pengumuman Komite Nasional tanggal 3 Oktober 1945 ter- 
sebut diatas. Perlu diterangkan disini bahwa jang dimaksud 
dengan merah ialah merah serah, jaitu merah djernih, djadi 
bukan merah njala, merah tua, merah muda atau merah 
djambu. 


Pasal 2. 


a. Sesuai dengan pendirian bahwa Bendera Kebangsaan itu 
adalah lambang Negara, maka pemakaian Bendera Ke- 
bangsaan ini dirumah kediaman dibatasi pada penguasa 
jang tertinggi. 


b. Mengenai gedung-gedung Negeri diambil pendirian lebih 
luas daripada sub a diatas, karena gedung-gedung Negeri 
itu ialah tempat kedudukan (zetel) alat-alat perlengkap- 
an Negara jang tertinggi. 


Dengan mengingat perimbangan ukuran tersebut dalam 
pasal 1, maka hanja diadakan satu ukuran tetap buat Ben- 
dera Kebangsaan pada tempat-tempat ini, jaitu dua meter 
lebar dan tiga meter pandjang. Ukuran tetap itu diadakan 
karena sangat praktis guna pembuatan dan pemberian ke- 
pada instansi-instansi jang bersangkutan dan pula ukuran 
tetap itu mendjadi pegangan dalam pengibaran bersama 
dengan bendera kebangsaan asing. 


Untuk mendjaga kehormatan Bendera Kebangsaan, maka 
bahannja harus kain jang kuat dan tidak luntur. 


Pasal 3. 


Ukuran Bendera Kebangsaan jang dipasang ditempat lain 
harus diselaraskan dengan keadaan, jaitu besar-ketjilnja 
rumah, luas-sempitnja halaman, tinggi-rendahnja tempat, 
besar-ketjilnja pawai, kendaraan dan sebagainja, sehingga 
memuaskan pandangan. 


Pasal 4. 


Tidak memerlukan pendjelasan. 


Pasal 5. 


(1) Meskipun apa jang ditetapkan dalam pasal ini telah 
dimuat dalam konsiderans dan pula telah diterangkan dalam 
pasal-pasal berikutnja, namun ada baiknja untuk menentu- 
kan setjara instruktif dalam pasal ini inti-sari dari Peraturan 
seluruhnja. 


(2) Karena setiap orang harus menghormati Bendera 
Kebangsaan, maka adalah bertentangan dengan prinsip ini 
djika Bendera Kebangsaan digunakan untuk memberi hormat 
kepada seseorang. Melambai-lambai dengan bendera ketjil 
pada waktu pawai atau pada waktu mendjemput seorang 
pembesar tidak termasuk larangan ini, karena perbuatan itu 
bukan tjara memberi salam tetapi pernjataan kegembiraan. 


Pasal 6. 


(1) Ajat ini mengandung aturan umum, jaitu untuk se- 
mua pengibaran. Pada malam hari bendera tidak dikibarkan 
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karena diwaktu malam pengibaran itu tidak mendapat per- 
hatian umum jang selajaknja, sehingga tidak berarti dan 
oleh karenanja tidak perlu. 


(2) Ajat ini memuat pengetjualian. Penjimpangan jang 
dimaksud ini telah terdjadi pada waktu proklamasi tanggal 
17 Agustus 1945. Pada waktu itu ditetapkan Bendera Ke- 
bangsaan berkibar terus siang malam, hudjan ta' hudjan 
untuk waktu jang tidak ditentukan. Pun pengetjualian ini 
dapat diadakan untuk mengobar-ngobarkan patriotisme. 
Pengibaran luar biasa sematjam ini dikemudian hari dapat 
terdjadi lagi, jaitu pada waktu seluruh nusa dan bangsa 
sangat bergembira atau sangat berduka-tjita. Karena ini 
suatu pengetjualian jang luar biasa, maka hanja Pemerintah 
dapat menetapkannja. 


Pasal 7. 


(1) Pada hari raja nasional jang istimewa ini sudah se- 
lajaknja dikibarkan Bendera Kebangsaan. 

Maksud pasal ini tidak mengharuskan, akan tetapi me- 
njerahkan pengibaran Bendera Kebangsaan pada 17 Agustus 
itu kepada perasaan kebangsaan penduduk bangsa Indonesia. 


(2) Pengibaran ini diandjurkan karena peringatan atau 
perajaan itu mengandung kegembiraan jang menjerupai ke- 
gembiraan pada hari Kemerdekaan 17 Agustus. 

(3) Pengibaran ini diandjurkan karena kedjadian ter- 
sebut dalam ajat ini bagi daerah adalah sangat penting. Jang 
dimaksud dengan tamu negara jang penting ialah tamu 
agung negara, misalnja kepala negara asing. Sesuatu 
hal jang penting jang dirajakan didaerah ialah misalnja per- 
ingatan pembentukan daerah itu sebagai daerah otonoom. 

(4) Penggunaan Bendera Kebangsaan tersebut dalam 
ajat 1, ajat 2 dan 3 dapat dikatakan pengibaran resmi, 
sedangkan dalam ajat ini umum diberi kelonggaran untuk 
mengibarkan Bendera Kebangsaan sebagai pernjataan ke- 
gembiraan perseorangan atau golongan. Dalam pada itu 
pengibaran tersebut dibatasi pada tempat dimana diadakan 
hal-hal tersebut sub a sampai dengan sub g dengan maksud : 


Pertama: untuk menghindarkan timbulnja kesan 
bahwa pengibaran disini seolah-olah merupakan tanda ke- 
gembiraan nusa dan bangsa sebagai tersebut dalam ajat 2, 
sedang halnja tidak demikian, 


Kedua: untuk mendjaga djangan sampai kehormatan 
bendera mendjadi kurang, karena pengibaran semau-maunja 
jang tidak pada tempatnja. 
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Menurut kebiasaan dibeberapa daerah dalam membuat 
rumah dipasang Bendera Sang Merah Putih pada tiang atap 
siang malam terus-menerus. Oleh karena sudah mendjadi 
kebiasaan dan penggunaan Bendera Merah Putih disini 
bukan berarti penghinaan, melainkan penghargaan jang 
tinggi, maka penggunaan Bendera Merah Putih pada men- 
dirikan rumah sebaiknja djangan dilarang. 


Pasal 8. 


(1) Djika pengibaran dalam pasal 7 ajat 1 dan ajat 2 
ialah sebagai tanda kegembiraan bagi nusa dan bangsa, 
maka dalam ajat ini pengibaran ialah sebagai tanda duka- 
tjita nusa dan bangsa. 


(2) Hal ini sesuai dengan kebiasaan internasional. 


(3) Djika badan-badan tersebut dalam ajat ini setjara 
»spontan” memasang Bendera Kebangsaan setengah tiang 
sebagai tanda kehormatan terachir terhadap pendjabat atau 
pemimpin jang dianggap sangat berdjasa dalam lingkungan- 
nja, maka hal jang demikian itu tidak dapat dilarang. Pem- 
batasan pengibaran ini perlu diadakan supaja pengibaran 
tersebut tidak menjerupai tanda berkabung sebagai dimak- 
sud dalam ajat 1 dan ajat 2. 


(4) Sudah lazim. Tjara pengibaran ditetapkan dilain pa- 
sal, jaitu pasal 19. 


Pasal 9. 


(1) Oleh karena perajaan-perajaan ini bersifat nasional, 
maka diutamakan pengibaran Bendera Kebangsaan sebagai 
lambang persatuan bangsa. Pasal 7 tidak mengharuskan 
pengibaran Bendera Kebangsaan pada waktu-waktu tersebut 
(lihat pendjelasan pasal 7). Akan tetapi djika orang me- 
ngibarkan bendera organisasi pada waktu perajaan-perajaan 
ini, maka sudah selajaknja bahwa ia diharuskan mengibar- 
kan pula Bendera Kebangsaan sebagai lambang persatuan 
bangsa. Sudah barang tentu pengibaran Bendera Kebangsa- 
an bersama-sama dengan bendera organisasi harus meme- 
nuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 26. 


(2) Lihat pendjelasan ajat 1, jang mutatis mutandis ber- 
laku djuga bagi ajat ini. 


Pasal 10. 


(1) Pengibaran ini meneruskan kebiasaan pengibaran 
Bendera Kebangsaan sedjak proklamasi 17 Agustus 1945. 
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Dalam pada itu pengibaran ini dibatasi pada gedung-gedung 

tersebut dalam a dan b dan pada makam pahlawan nasional 

tersebut dalam c, karena pada tempat-tempat tersebut sam- 

Fe Aa as memang dikibarkan Bendera Kebangsaan se- 
p . | 


(2) a. Sesuai dengan kebiasaan sekarang bahwa gedung- 
gedung ini mengibarkan Bendera Kebangsaan, 
maka ditetapkan pengibaran Bendera Kebangsaan 
pada gedung-gedung lain jang ditetapkan oleh 
Menteri jang bersangkutan. 

b. Pengibaran dalam sub b ajat ini dimaksudkan 
sebagai salah satu alat pendidikan untuk mena- 
nam, menebalkan atau memelihara rasa kebang- 
saan pada murid-murid sehingga mereka kelak 
mendjadi warganegara jang sedjati. 


(3) Larangan dalam ajat ini diadakan dengan maksud 
untuk mendjaga djangan sampai timbul anggapan bahwa 
gedung-gedung itu chusus dimiliki atau digunakan untuk se- 
suatu golongan atau partai. 


Pasal 11. 


(1) Penggunaan Bendera Kebangsaan sebagai tanda ke- 
dudukan pada alat pengangkutan adalah, seperti sekarang 
telah terdjadi, terbatas pada pimpinan alat-alat perlengkap- 
an negara jang tertinggi seperti diterangkan dalam pasal 44 
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Kapal 
diketjualikan, karena pemasangan Bendera Kebangsaan pada 
kapal bukan tanda kehormatan bagi jang menaiki, melain- 
kan sebagai tanda kebangsaan kapal itu. 

(2) Pemasangan bendera jang diatur hanja pada mobil. 
Pemasangan pada alat pengangkutan jang lain dimana perlu, 
disesuaikan dengan pemasangan pada mobil. 


Pasal 12. 
Tempat-tempat tersebut dalam pasal ini dianggap sebagai 
tempat-tempat jang terhormat bagi Bendera Kebangsaan. 
Pasal 13. 


(1) Larangan ini diadakan untuk mendjaga kehormatan 
Bendera Kebangsaan, karena bendera-bendera lain itu tidak 
sederadjat dengan Bendera Kebangsaan. Tjara pemasangan 
jang ditetapkan dalam kalimat kedua itu ialah untuk ter- 


tibnja pemasangan. 
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(2) Walaupun bukan merupakan bendera, tapi warna na- 
sional merah-putih hendaknja djangan terbalik susunannja. 


Pasal 114. 
Untuk ketertiban pemasangan Lentjana Merah Putih. 


Pasal 15. 


Bendera Kebangsaan tidak boleh dipasang pada kendaraan 
karena dalam prinsip pemasangan bendera pada kendaraan 
hanja untuk Presiden, Wakil Presiden dan pendjabat-pendja- 
bat lain seperti tersebut dalam pasal 11 ajat 1 sebagai tanda 
kedudukan. Tetapi dalam hal-hal tersebut dalam pasal 7 
ajat 1 dan ajat 2 diadakan kelonggaran bagi umum untuk 
memenuhi keinginan menjatakan kegembiraan nusa dan 
bangsa dengan tjara demikian jang sudah lazim itu. 


(2) Ketentuan ini mengatur pengibaran Bendera Kebang- 
saan pada tempat sesuai dengan kehormatan bendera itu 
dan djuga untuk mendjaga djangan sampai pemasangan 
Bendera Kebangsaan pada kendaraan itu sama dengan jang 
ditetapkan dalam pasal 11. 


(3) Pembatasan sampai ukuran 20 X 30 cm ini ialah agar 
djangan menjamai ukuran jang disediakan bagi pembesar- 
pembesar tersebut dalam pasal 11. 

(4) Untuk menegaskan, sesuai dengan bunji pasal 9. 


Pasal 16. 


(1) Penggunaan Bendera Kebangsaan demikian adalah 
suatu penghormatan nasional kepada jang meninggal jang 
hendaknja terbatas pada pimpinan alat-alat perlengkapan 
negara jang tertinggi seperti tersebut dalam pasal 44 
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan 
Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia diluar 
negeri jang bergelar Duta Besar atau Duta. Jang dimaksud 
dengan tokoh-tokoh nasional ialah warganegara jang sangat 
berdjasa untuk kesedjahteraan dan kemadjuan negara dalam 
sesuatu lapangan, sedang pahlawan nasional ialah wargane- 
gara jang berdjasa terhadap negara, karena menundjukkan 
keberaniannja jang luar biasa dengan mempertaruhkan 
djiwanja. 


Perdana Menteri sebagai pemegang kebidjaksanaan jang 
menentukan siapa jang patut mendapat penghor- 
matan tersebut diatas itu. 
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(2) Ajat ini diadakan sekedar untuk mengatur supaja 
ada keseragaman dalam tjara menggunakan. ee 


Pasal 17. 
Sesuai dengan kedudukan Bendera Kebangsaan. 


Pasal 18. 
Untuk ketertiban pemasangan Bendera Kebangsaan. 


Pasal 19. 
Untuk mendjaga kehormatan Bendera Kebangsaan. 


Pasal 20. 


Penghormatan terhadap Bendera Kebangsaan seperti diatur 
dalam pasal ini sudah lazim disemua negeri. Semua orang 
jang tidak berpakaian seragam harus membuka semua djenis 
penutup kepala ketjuali kopiah, ikat kepala, sorban dan ku- 
dung atau topi-wanita jang dipakai menurut agama atau adat 
kebiasaan. Dalam kudung termasuk djuga tutup kepala jang 
digunakan oleh non dari agama Katholik. Jang dimaksud 
dengan topi-wanita disini ialah topi jang menurut kebiasaan 
dipakai oleh wanita Barat sebagai pelengkap pakaiannja se- 
perti halnja dengan kudung jang dipakai oleh wanita Islam. 


Pasal 21. 


(1) Untuk mendjaga kehormatan Bendera Kebangsaan, 
maka perlu ditetapkan ajat ini. Maksudnja supaja bendera 
itu dapat berkibar leluasa. 


(2) Untuk mendjaga kehormatan bendera pula maka di- 
tetapkan, bahwa pengikatan, pemasangan. atau pemakaian 
Bendera Kebangsaan tidak boleh dilakukan semb | 
sehingga mengakibatkan bendera tersebut mudah kojak atau 
kotor. 

(3) Sub b. Jang dimaksud disini ialah barang-barang se- 
perti sapu tangan, bantal, serbet kertas, kotak dan sebagai- 
nja. 


(4) Untuk mendjaga kehormatan bendera. 
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Pasal 22. 


Untuk mendjaga djangan sampai Bendera Kebangsaan 
jang tidak digunakan lagi diperlakukan dengan sembarangan 
atau dibuang begitu sadja, sehingga tersinggung kehormat- 
annja, maka perlu ditetapkan pasal ini. 


Pasal 23. 
(1) Tjukup djelas. 
(2) Idem. 


Pasal 24. 


Pasal ini perlu diadakan untuk mendjaga djangan sampai 
chalajak ramai salah sangka dan menganggap benda-benda 
tersebut dalam pasal ini sebagai Bendera Kebangsaan. 


Pasal ini menggunakan istilah ,,pada pokoknja' untuk me- 
nerangkan lebih landjut apa jang harus dilarang. ,,Pada po- 
koknja menjerupai Bendera Kebangsaan” artinja ,,pada 
chalajak ramai memberi kesan utama bahwa benda-benda 
tersebut seolah-olah Bendera Kebangsaan”. Selain dari itu 
dalam pasal ini digunakan istilah ,,bendera djabatan” bagi 
pendjabat-pendjabat Negara dan istilah ,,bendera” dan ,,pan- 
dji-pandji” organisasi bagi symbool perkumpulan dan or- 
ganisasi seperti perkumpulan olah-raga, kepanduan dan 
sebagainja. 


Pasal 25. 


Pada pasal ini dan berikutnja digunakan istilah ,,Pandji” 
bagi Standaard Presiden/Wakil Presiden. 


Sudah selajaknja bahwa kepada Bendera Kebangsaan di- 
beri tempat kehormatan djika dipasang bersama-sama pandji. 


Sub a. Tjukup djelas. 

Sub b. Pada umumnja pandji tidak dipasang lebih tinggi 
dari Bendera Kebangsaan. Disini terpaksa dikatakan se- 
dapat-dapatnja, karena mungkin prinsip ini tidak dapat di- 
laksanakan berhubung dengan keadaan gedung-gedung dan 
sekitarnja. 


Sub c. Tjukup djelas. 


Sub d. Bendera Kebangsaan hanja dipasang bersilang 
dengan bendera kebangsaan negara lain, karena kedua ben- 
dera-bendera kebangsaan itu sederadjat, sedangkan halnja 
tidak demikian dengan pandji. 


47 


Pasal 26. 


(1) Sudah selajaknja bahwa Bendera Kebangsaan diberi 
tempat kehormatan apabila dipasang bersama-sama dengan 
bendera atau pandji-pandji organisasi. 


Sub a Tjukup djelas. 
Sub b. Tjukup djelas. 
Sub c. Tjukup djelas. 


Sub d. Untuk menghormat Bendera Kebangsaan, karena 


bendera atau pandji-pandji organisasi tidak sederadjat de- 
ngan Bendera Kebangsaan. 


ar e. Sama dengan sub d. (lihat pendjelasan pasal 25 
sub d). 


(2) Untuk mendjaga kehormatan Bendera Kebangsaan. 


Pasal 27. 


Dalam mengibarkan bendera organisasi, orang tidak boleh 
melupakan mengibarkan Bendera Kebangsaan sebagai Lam- 
bang Persatuan Bangsa. Pasal ini hanja mengenai perajaan 
organisasi dan tidak berlaku bagi hal-hal lain jang diadakan 
oleh organisasi. 


Pasal 28. 


Pengibaran Bendera Kebangsaan pada kapal-kapal mem- 
punjai sifat lain daripada pengibaran Bendera Kebangsaan 
didarat, jaitu bukan semata-mata tanda kehormatan, me- 
lainkan teristimewa untuk menjatakan kebangsaan kapal- 
kapal itu. Untuk kapal-kapal Pemerintah ditentukan lain 
daripada untuk kapal-kapal partikelir, jaitu kapal-kapal 
Pemerintah djuga mengibarkan Bendera Kebangsaan waktu 
berlajar (ajat 1), sedang untuk kapal-kapal partikelir hanja 
dalam hal-hal tersebut dalam ajat 2. 


Sebaliknja karena kapal-kapal Pemerintah selalu mengi- 
barkan Bendera Kebangsaan, maka ketentuan-ketentuan 
dalam ajat 2 dan ajat 3 bagi kapal Pemerintah tidak di- 
perlukan. 

Disini pengibaran ditentukan mulai saat matahari terbit, 
menurut kebiasaan. 
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Pada ajat 2 selandjutnja dibatasi sampai kapal-kapal jang 
tjukup besar sadja, jang isinja 20 meter kubik kotor atau 
lebih, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ,,Reedenreg- 
lement 1925” (Staatsblad 1924 No. 500) seperti telah diubah 
dengan Staatsblad 1927 No. 287. Ajat 4 ini djuga perlu se- 
bagai penjimpangan sedikit dari pasal 6 ajat 2. 


Pasal 29. 


(1) Sudah lazim dimana-mana. Jang dimaksud dengan 
topang ialah ,,gaffel”. 


Menurut sedjarah tempat terbaik dan terhormat ialah di- 
buritan. Berhubung dengan itu maka Bendera Kebangsaan 
dipasang diburitan sesuai dengan kehormatannja. Walaupun 
bentuk kapal sudah berubah, namun tempat diburitan untuk 
Bendera Kebangsaan dianggap tetap sebagai tempat kehor- 
matan dan ini telah mendjadi tradisi internasional. 


(2) Sudah lazim. Jang dimaksud dengan ,,merias” ialah 
»pavoiseren”'. 

(3) Pada hari raja resmi jang lain tjukup diadakan pe- 
masangan Bendera Kebangsaan pada tiap puntjak tiang 
kapal. 


Pasal 30. 


Bendera Kebangsaan tetap dipasang diburitan, karena 
tempat itu adalah tempat kehormatan seperti diterangkan 
dalam pendjelasan pasal 29. 

Pasal 31. 


Tjara pemberian hormat ini dimuat pula karena djuga 
masuk penggunaan Bendera Kebangsaan. Jang dimaksud 
dengan pagar kapal ialah ,,reling”. Tjara jang demikian ini 
sudah lazim. 


Pasal 32. 


Sudah lazim. Ini sesuai dengan pengibaran bendera asing 
pada kapal-kapal kita diluar negeri. 


Pasal 33. 


Mengatur tjara pemasangan Bendera Kebangsaan pada 
kapal pada waktu berkabung. 
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Pasal 3. 
Mengatur tjara pemberian hormat oleh kapal pada waktu 
Bendera Kebangsaan dikibarkan setengah tiang. 
Pasal 35. 


Oleh karena lingkungan Angkatan Perang itu bersifat lain 
daripada masjarakat umum, maka penggunaan Bendera Ke- 
bangsaan dilingkungan Angkatan Perang diatur tersendiri, 


Pasal 36. 
Tidak memerlukan pendjelasan. 


Pasal 37. 


Terhadap perbuatan-perbuatan jang diterangkan dalam 
ini, walaupun merupakan pelanggaran jang tidak be- 
gitu berat, perlu djuga diadakan antjaman hukuman. 


Berhubung dengan sifatnja, maka perbuatan tersebut di- 
pandang sebagai pelanggaran dan hukuman jang dapat di- 
berikan ialah hukuman kurungan atau denda. 


Tambahan Lembaran-Negara No. 1683. 


PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1968 
tentang 
PENGGUNAAN BENDERA KEBANGSAAN ASING. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : bahwa disamping peraturan mengenai Ben- 
dera Kebangsaan Republik Indonesia, perlu diadakan per- 
aturan tentang penggunaan bendera kebangsaan asing di 
Indonesia: 


Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958 ten- 
tang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran- 
Negara 1958 No. 68): 

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-107 
pada tanggal 30 Mei 1958, 


M emutuskan: 


Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN 
BENDERA KEBANGSAAN ASING. 


Pasal 1. 


. (1) Warganegara asing dapat menggunakan bendera ke- 

bangsaannja : 

a. pada hari kebangsaan dan hari berkabung kebangsaan 
negaranja,: 

b. pada waktu Kepala Negara, Wakil Kepala Negara atau 
Perdana Menteri negaranja berkundjung di Indonesia, di- 
tempat-tempat jang didatangi. 

Penggunaan dimaksud sub a dan sub b dilakukan pada 


rumah dan/atau kantornja atau dihalaman rumah dan/atau 
dihalaman kantor itu. 


(2) Warganegara Indonesia dapat menggunakan bendera 
kebangsaan asing dalam hal dan ditempat-tempat tersebut 
dalam ajat 1 sub b diatas, atau andjuran atau idzin Kepala 
Daerah. 
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(3) Bendera kebangsaan asing dapat pula digunakan 
pada kesempatan-kesempatan lain dengan idzin Kepala Dae- 
rah djika menurut pendapatnja pada kesempatan-kesempatan 
itu bendera kebangsaan asing lajak digunakan, seperti pada 
pertemuan-pertemuan internasional. Penggunaan bendera 
kebangsaan asing itu dilakukan pada tempat-tempat dimana 
diadakan kesempatan-kesempatan tersebut. 

(4) Jang dimaksud dengan menggunakan bendera ke- 


bangsaan asing ialah mengibarkan, memasang dan membawa 
bendera itu dimuka umum. 


Pasal 2. 


(1) Dimakam kehormatan kebangsaan asing dapat diki- 
barkan bendera kebangsaannja pada hari peringatan nasio- 
nal bagi mereka jang gugur. 


(2) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 3 
ajat 1, maka pengibaran bendera kebangsaan asing dalam 
hal tersebut diajat 1 tidak perlu didampingi dengan bendera 
kebangsaan Indonesia. 


Pasal 3. 


(1) Apabila bendera kebangsaan asing digunakan, maka 
bendera itu harus digunakan bersama-sama dengan Bendera 
Kebangsaan Indonesia. 


(2) Djika bendera kebangsaan asing dipasang setengah 
tiang, maka dengan menjimpang dari ketentuan tersebut 
dalam ajat 1, Bendera Kebangsaan Indonesia tidak dipasang. 


Pasal 4. 


Dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 1 dan pasal 3, maka bendera kebangsaan asing 
dapat digunakan tersendiri dan setiap hari : 


a. pada gedung-gedung Perwakilan Diplomatik negara asing 
dan Perwakilan Konsuler negara asing ditempat-tempat 
dimana tidak ada Perwakilan Diplomatik negara asing 
jang bersangkutan dan dil.alaman-halaman gedung-ge- 
dung tersebut, 


b. pada rumah-rumah djabatan dan dihalaman rumah-rumah 
djabatan, dan pada kendaraan-kendaraan Kepala Perwa- 
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kilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler negara 
asing ditempat-tempat dimana tidak ada Perwakilan Kon- 
suler Diplomatik negara asing itu. 


Pasal 5. 


Tjara penggunaan bendera kebangsaan asing bersama-sama 
dengan Bendera Kebangsaan Indonesia dilakukan menurut 
ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah 
tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. 


Pasal 6. 


Dengan tidak mengurangi hak penggunaan bendera ke- 
bangsaan asing jang dimaksud dalam pasal 4 sub a dan 
sub b, maka Kepala Daerah dapat melarang penggunaan 
bendera kebangsaan asing, apabila menurut pertimbangan- 
nja penggunaan itu dapat menjebabkan timbulnja gangguan 
ketertiban dan keamanan umum. 


Pasal 9. 


Kapal-kapal Indonesia jang masuk pelabuhan asing, dan 
selama berlabuh dipelabuhan asing itu, mengibarkan bendera 
kebangsaan asing jang bersangkutan, ketjuali djika per- 
aturan negara asing jang bersangkutan menentukan lain. 


Pasal 8. 


(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 5 dan/atau melanggar la- 
rangan jang dikeluarkan berdasarkan pasal 6, dihukum 
dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau 
dengan denda sebanjak-banjaknja lima ratus rupiah. 


(2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ajat 1 dipan- 
dang sebagai pelanggaran. 


Pasal penutup. 


Peraturan Pemerintah ini dapat disebut ,,Peraturan Ben- 
dera Asing”, mulai berlaku pada hari diundangkan. 
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Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerin- 
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini 
nempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 26 Djuni 1988. 
Presiden Republik Indonesia, 

ttd. 


Diundangkan SOEKARNO. 


ada tanggal 10 Djul 1958. 
Ba naa j Perdana Menteri, 


Menteri Kehakiman, ttd. 


ttd. DJUANDA. 
G.A. MAENGKOM. 


Lembaran-Negara No. 69 tahun 1958. 


PENDJELASAN 


PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1958. 
tentang 
PENGGUNAAN BENDERA KEBANGSAAN ASING. 


PENDJELASAN UMUM. 


Sesungguhnja penggunaan bendera kebangsaan asing 
dapat diserahkan sadja kepada kebidjaksanaan penduduk 
warganegara asing sebagai ,,tamu” dinegara kita, karena 
telah ada kebiasaan internasional. Akan tetapi karena 
pengalaman telah membuktikan bendera kebangsaan asing 
digunakan setjara keliru, maka perlu diadakan peraturan 
mengenai ketertiban dalam menggunakan bendera itu. 


PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


(1) dan (2) Dalam hal-hal dan ditempat-tempat ter- 
sebut dalam pasal ini sudah sepatutnja diberi kesempatan 
mengibarkan bendera kebangsaan asing di Indonesia, sesuai 
dengan kebiasaan internasional. 


(3) Jang dimaksud dengan pertemuan-pertemuan Inter- 
nasional ialah misalnja pekan raja internasional, pekan olah- 
raga internasional, konperensi-konperensi internasional dan 


sebagainja. 


(4) Jang dimaksud dengan pengertian ,,umum”" dalam 
ajat 4 pasal ini, ialah seperti terdapat dalam karangan 
Noyon-Langemijer II 1949 katja 113 dan Simons-Pompe II 
1941 katja 247 ,,Het Wetboek van Strafrecht” mengenai pe- 
ngertian ,,openbaar” dalam pasal 131 K.U.H.P. Belanda 
(pasal 160 K.U.H.P. Indonesia). Jang mendjadi pokok bukan 
sadja tempatnja (plaats) sebagai tempat umum, tetapi djuga 
apakah keadaan itu dapat dilihat oleh umum (Waarneem- 
baarheid). 


Djadi arti ,umum' dalam pasal ini ialah bahwa pengguna- 
an itu dilakukan ditempat umum atau pada tempat bukan 
umum jang kelihatan dari tempat umum. 
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Pasal 2. 

Jang dimaksud dengan hari peringatan nasional disini 
lalah hari-hari diadakan upatjara tentang mengenangkan 
kembali djasa-djasa mereka jang dimakamkan disitu. 

Pasal 3. 

Tjukup djelas. 


Pasal 4. 


Sesuai dengan kebiasaan dalam sebagian besar negara- 
negara. 
Pasal 5. 


Oleh karena dalam ,,Peraturan Bendera Kebangsaan” telah 
ditetapkan tjara-tjara penggunaan bendera kebangsaan asing 
bersama-sama bendera kebangsaan Indonesia, maka dalam 
pasal ini tjukup menundjuk kepada peraturan itu. 


Pasal 6. 
Karena Kepala Daerah bertanggung-djawab atas ketertib- 
an dan keamanan umum didaerahnja, maka kekuasaan untuk 


melarang pengibaran bendera kebangsaan asing itu diberi- 
kan kepadanja. 


Pasal 7. 


Ketentuan dalam pasal ini termasuk untuk menghormat 
negara jang didatangi. 


Pasal 8. 
Tjukup djelas. 


PERATURAN PEMERINTAH Ne. 43 TAHUN 1968 


tentang 
PANDJI DAN BENDERA DJABATAN. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : bahwa berhubung dengan telah dikeluarkan 
Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Bendera Kebang- 
saan Republik Indonesia dan tentang Bendera Kebangsaan 
Asing, jang djuga menjebut pemasangan Pandji dan Ben- 


dera Djabatan, perlu diadakan Peraturan tentang Pandji dan 
Bendera Djabatan: 


Mengingat: Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1958 ten- 
tang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran- 
Negara tahun 1958 No. 68) dan Peraturan Pemerintah No. 41 
tahun 1958 tentang penggunaan Bendera Kebangsaan Asing 
(Lembaran-Negara tahun 1958 No. 89): 


Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-107 
pada tanggal 30 Mei 1958: 


Memutuskan:. 


Menetapkan : 
PERATURAN TENTANG PANDJI DAN BENDERA 
DJABATAN. 
Pasal 1. 


(1) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ma- 
sing-masing dapat menggunakan pandji pribadi, jaitu ,,Pandji 
Presiden” dan ,,Pandji Wakil Presiden”. 


(2) Penggunaan Pandji Presiden dan Pandji Wakil Pre- 
siden diatur dalam pasal-pasal jang berikut. 


(3) Pandji Presiden dan Pandji Wakil Presiden pada 
umumnja digunakan ditempat beliau berada setjara resmi. 
Pasal 2. 

(1) Djika Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama 
disebuah mobil atau kapal, maka Pandji Presiden dan Pandji 
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Wakil Presiden dapat dipasang bersama-sama, Pandji Pre- 
siden disebelah kanan: djika hanja dipasang sebuah pandji, 
maka jang dipasang ialah Pandji Presiden. 


(2) Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden tidak di- 
pasang pada mobil, djika bendera kebangsaan Indonesia di- 
pasang pada kendaraan itu. 


Pasal 3. 


(1) Djika Presiden atau Wakil Presiden berkendaraan 
mobil, maka pandji dipasang pada mobil sebelah muka di- 
tengah-tengah. 

(2) Djika Presiden atau Wakil Presiden dengan Kepala 
Negara atau Wakil Kepala Negara asing bersama-sama 
dalam sebuah mobil, maka Pandji Kepala Negara atau Wakil 
Kepala Negara asing dipasang dimuka sebelah kanan dan 
Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden dimuka sebelah 
kiri. 

(3) Djika Pandji Presiden, Pandji Wakil Presiden dan 
Pandji Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara asing di- 
pasang bersama-sama pada sebuah mobil maka Pandji Ke- 
pala Negara atau Wakil Kepala Negara asing dipasang 
ditengah-tengah. 

(4) Djika dalam hal tersebut pada ajat 2 dan ajat 3 pasal 
ini, Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara asing meng- 
gunakan bendera kebangsaannja, maka bendera asing itu 
dipasang dimuka sebelah kiri dan bendera kebangsaan 
Indonesia dimuka sebelah kanan. 


(5) Djika Presiden/Wakil Presiden berada bersama-sama 
dalam satu mobil dengan tamu negara, lain dari jang di- 
sebut dalam ajat 2 dan ajat 3 pasal ini, maka jang diguna- 
kan hanjalah Pandji Presiden/Pandji Wakil Presiden atau 
bendera kebangsaan Indonesia. 


Pasal 4. 


(1) Djika Presiden atau Wakil Presiden ada disebuah 
kapal, maka Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden 
dipasang pada udjung andang-andang tiang-kapal besar se- 
belah kanan. Disekotji pandji dipasang pada tiang-pandji 
dilinggi muka. 

(2) Djika Presiden atau Wakil Presiden dengan Kepala 
Negara atau Wakil Kepala Negara asing bersama-sama di- 
sebuah kapal, maka Pandji Presiden atau Pandji Wakil Pre- 


58 


siden dipasang pada udjung andang-andang tiang-kapal 

bi Kena No dan an naa Negara atau Par iji 
e egara 

ak asing dipasang pada andang-andang 

(3) Djika Pandji Presiden, Pandji Wakil Presiden dan 

Pandji Kepala Negara atau Pandji Wakil Kepala Negara 

dipasang bersama-sama diatas sebuah kapal, maka 


dipasang 
pada udjung andang-andang tiang-kapal itu sebelah kiri dan 
Pandji Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara asing di- 
pasang pada tengah-tengah andang-andang itu. 

(4) Djika dalam hal tersebut pada ajat 2 dan ajat 3 
pasai ini, Kepala Negara atau Wakil Kepala Negara asing 
tidak menggunakan pandjinja akan tetapi menggunakan ben- 
dera kebangsaannja, maka bendera kebangsaan asing itu 
Gipasang pada tengah-tengah andang-andang tiang-kapal 
besar, sedang Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden 
dipasang seperti tertjantum dalam ajat 3 diatas. Dalam hal 
demikian, maka bendera kebangsaan Indonesia tidak dipa- 
sang pada puntjak tiang-kapal besar. 

(5) Dalam hal-hal tersebut dalam ajat 2, ajat 3 dan ajat 
4 diatas, maka disekotji, djika bentuknja mengizinkan, pe- 
masangan bendera dan pandji disesuaikan dengan pemasang- 
an pada kapal seperti tersebut diatas. 

(8) Pandji dikibarkan pada saat pembesar jang bersang- 
kutan tiba dikapal dan pandji berkibar terus selama pem- 
besar tersebut ada dikapal itu. 


Pasal 5. 


Kepala Daerah berhak menggunakan bendera djabatan 
pada mobil dimuka ditengah-tengah. Bendera djabatan ter- 
sebut berwarna biru, berbentuk segi-empat-pandjang, jang 
pandjangnja 30 cm dan lebarnja 20 cm dengan ditengah- 
tengah terlukis Lambang Negara dengan warna emas atau 
perak dan memakai pinggiran emas atau perak atau tidak 
memakai pinggiran. Menteri Dalam Negeri menetapkan lebih 
landjut Kepala Daerah mana jang mempunjai hak itu serta 
tanda-tanda perbedaan pangkat pada bendera-bendera dja- 
batan itu. 

Pasal 6. 


(1) Bendera djabatan tidak dipasang pada mobil, djika 
bendera kebangsaan Indonesia, Pandji Presiden atau Pandji 
Wakil Presiden dipasang pada mobil itu. 


(2) Djika seorang Menteri dengan Kepala Daerah ber- 
sama-sama. dalam sebuah mobil, maka jang dipasang pada 
mobil itu ialah Bendera Kebangsaan Indonesia. 


(38) Djika dua Kepala Daerah atau lebih bersama-sama 
dalam sebuah mobil, maka jang dipasang pada mobil itu ialah 
bendera djabatan Kepala Daerah jang tertinggi. 


Pasal 7. 


(1) Kepala Daerah berhak menggunakan bendera djaba- 
tannja pada waktu mengadakan inspeksi dalam perairan di- 
dalam wilajahnja. 


(2) Bendera djabatan jang dipasang dikapal, adalah ben- 
dera djabatan jang dimaksud dalam pasal 5 jang ukurannja 
dilipat-gandakan tiga. 

(3) Bendera djabatan dipasang pada andang-andang 
tiang-kapal besar sebelah kanan. 


(4) Bendera djabatan tidak dipasang dikapal, djika 
Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden dipasang di- 
kapal itu. 


(5) Ketentuan tersebut dalam ajat 2 dan ajat 3 pasal 6 
berlaku djuga dikapal. 


Pasal 8. 


Penggunaan pandji atau bendera djabatan pada sesuatu 
kapal, tidak mengurangi ketentuan-ketentuan jang berlaku 
mengenai penggunaan bendera oleh kapal itu. 


Pasal 9. 


Bentuk, ukuran, warna dan penggunaan bendera djabatan 
dan bendera kesatuan/djawatan dalam lingkungan Angkatan 
Perang dan didjawatan-djawatan jang bertugas kepolisian 
diatur dengan Keputusan Presiden atau usul Menteri jang 
bersangkutan. 


Pasal 10. 


Bendera organisasi tidak boleh pada pokoknja menjerupai 
pandji atau bendera djabatan. 
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Pasal penutup. 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari di- 


undangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerin- 
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pe- 
nempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 26 Djuni 1958. 
Presiden Republik Indonesia, 


ttd 
Diundangkan SOEKARNO. 
pada tanggal 10 Djuli 1968. Perdana Menteri, 
Menteri Kehakiman, ttd. 
ttd. DJUANDA. 


G.A. MAENGKOM. 


Lembaran-Negara No. 70 tahun 1958. 
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PENDJELASAN 


PERATURAN PEMERINTAH No. 42 TAHUN 1968 


tentang 
PANDJI DAN BENDERA DJABATAN. 


PENDJELASAN UMUM. 


Adalah suatu kenjataan, bahwa Presiden menggunakan 
pandji, para Menteri, Kepala Daerah dan pembesar-pembesar 
Pemerintah lainnja menggunakan bendera kebangsaan Indo- 
nesia atau sesuatu matjam bendera sebagai tanda kedudukan, 
meskipun mengenai hal itu belum ada peraturannja. 


Disamping itu terlihat djuga beberapa djawatan Pemerin- 
tah masing-masing menggunakan matjam bendera, sedang- 
kan dikalangan Angkatan Perang penggunaan bendera djaba- 
tan dan bendera kesatuan telah mendjadi kebiasaan tentara. 


Harus diakui, bahwa penggunaan pandji bagi Presiden dan 
Wakil Presiden dan bendera djabatan bagi sesuatu golongan 
pembesar mempunjai faedah jang praktis. 


Faedah jang praktis itu telah njata, karena bendera-ben- 
dera tersebut diatas dapat dianggap sebagai tanda legimitasi 
supaja pembesar-pembesar jang bersangkutan didalam me- 
nunaikan tugas Negara mendapat kehormatan, bantuan dan 
kelonggaran sepantasnja, setidak-tidaknja tidak mendapat 
halangan-halangan chalajak ramai. 


Tetapi sebaliknja harus diakui pula, bahwa penggunaan 
bendera djabatan setjara luas tanpa batas menurut kehendak 
perseorangan dapat menghilangkan faedah tersebut. 


Oleh karena itu dengan memperhatikan kenjataan-kenja- 
taan jang diuraikan diatas, perlu diadakan peraturan tentang 
hak dan tjara penggunaan pandji dan bendera djabatan, agar 
supaja terdapat suatu ketertiban dalam penggunaan itu se- 
suai dengan faedah jang diharapkan. 
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PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1. 


Bahwa Pandji Presiden dan Pandji Wakil Presiden itu ber- 
sifat pribadi tidak perlu didjelaskan. Oleh karena itu bentuk 
Pandji serta tempat dan waktu penggunaan Pandji itu 
diserahkan kepada kebidjaksanaan Presiden dan Wakil 
Presiden. 


Pasal 2. 
(1) Sudah djelas. 


(2) Djika Presiden atau Wakil Presiden berkendaraan 
mobil, beliau dapat menggunakan Pandji atau bendera ke- 
bangsaan Indonesia sebagai tanda kedudukan (lihat pasal 11 
Peraturan Bendera Kebangsaan). 


Pemasangan Pandji dan Bendera Kebangsaan Indonesia 
bersama-sama pada mobil sebagai tanda kedudukan Presiden 
atau Wakil Presiden agaknja berkelebihan. Oleh karena itu 
jang digunakan ialah salah-satu, atau Pandji atau Bendera 
Kebangsaan Indonesia. 


Pasal 3. 
(1) Sudah djelas. 


(2) dan (3) Untuk menghormati tamu, maka pandji tamu 
dipasang disebelah kanan Pandji Presiden atau Pandji Wakil 
Presiden atau dipasang ditengah-tengah antara Pandji Pre- 
siden dan Pandji Wakil Presiden. 


(4) Sudah selajaknja, bahwa disamping bendera kebang- 
saan asing dipasang Bendera Kebangsaan Indonesia, karena 
kedua bendera itu sederadjat. 


Berlainan dengan tempat pandji tamu seperti tersebut 
dalam ajat (2) dan (3), maka tempat bendera kebangsaan 
asing ialah selalu disebelah kiri Bendera Kebangsaan Indo- 
nesia sesuai dengan kebiasaan internasional. 

(5) Sudah djelas. 


Pasal 4. 
P 
Penentuan andang-andang tiang-kapal besar untuk tempat 
Pandji Presiden atau Pandji Wakil Presiden adalah semata- 
mata soal ketertiban jang praktis. 
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Pasal 5. 


Pembesar-pembesar tersebut dalam pasal ini ialah peme- 
gang kekuasaan Pemerintah (gezagsdrager3). Adalah tepat 
dangan kedudukan serta fungsi pembesar-pembesar itu, bah- 
wa ,lLambang Negara” terlukis pada bendera djabatannja. 


Pasal 6. 


Bendera Kebangsaan Indonesia, Pandji Presiden atau Pan- 
dji Wakil Presiden lebih diutamakan daripada bendera dja- 
batan. Pemasangan pandji bersama-sama bendera djabatan 
atau pemasangan dua bendera djabatan dari pembesar-pem- 
besar jang berlainan pangkatnja, dianggap tidak perlu. 


Pasal 7. 


Tjara penggunaan bendera djabatan dikapal disamakan 
dengan tjara penggunaan pandji dikapal. 


Pasal 8. 
Sudah djelas. 
Pasal 9. 


Disamping Angkatan Perang jang telah mempunjai ke- 
biasaan sendiri dalam hal menggunakan bendera djabatan, 
penggunaan bendera djabatan lain dari jang tersebut dalam 
pasal 5, dibatasi pada djawatan-djawatan jang bertugas ke- 
polisian, seperti Polisi Negara, Bea dan 'Tjukai, Imigrasi, 
Pelajaran dan sebagainja, sesuai dengan maksud bendera 
djabatan itu sebagai tanda legimitasi. Dengan bendera dja- 
watan dimaksud bendera jang digunakan sebagai tanda dja- 
watan, bukan tanda kedudukan seorang pendjabat. 


Bentuk, ukuran, warna dan penggunaan bendera djabatan 
dan bendera djawatan dalam pasal ini, untuk mendjaga 
djangan sampai ada persamaan, sejogjanja ditetapkan de- 
ngan Keputusan Presiden, atas usul Menteri jang bersang- 
kutan. 


Pasal 10. 


Ketentuan ini untuk memudahkan pembedaan jang tegas 
oleh chalajak ramai. . 


Tambahan Lembaran-Negara No. 1695. 


PERATURAN PEMERINTAH No. 66 TAHUN 1851 


tentang 
LAMBANG NEGARA. 


PRESIDEN REPUBBLIK INDONESIA, 


Menimbang : Bahwa menurut Undang-undang Dasar per- 
lu ditetapkan Lambang Negara untuk Republik Indonesia: 


Mengingat: Pasal 3 ajat 3 Undang-undang Dasar Se- 
mentara Republik Indonesia: 


Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tang- 
gal 10 Djuli 1951: 


Memutuskan: 


Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAMBANG 
NEGARA. : 
Pasal 1. 


Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga 
bagian, jaitu : | 


1. Burung Garuda, jang menengok dengan kepalanja lurus 
kesebelah kanannja,: 


2. Perisai berupa djantung jang digantung dengan rantai 
pada leher Garuda: 

3. Sembojan ditulis diatas pita jang ditjengkeram oleh 
Garuda. | 


Pasal 2. 


dipakai pula warna hitam dan warna jang sebenarnja dalam 


oa emas dipakai untuk seluruh burung Garuda, dan 
Merah-Putih didapat pada ruangan perisai ditengah-tengah. 


Pasal 3. 


Garuda jang digantungi perisai lengan memakai paruh, 
sajap, ekor dan tjakar mewudjudkan lambang tenaga pem- 
bangun. 

Sajap Garuda berbulu 17 dan ekornja berbulu 8. 


Warna, perbandingan-perbandingan ukuran dan bentuk 
Garuda adalah seperti dilukiskan dalam gambar tersebut 
dalam pasal 6. 


Pasal 4. 


Ditengah-tengah perisai, jang berbentuk djantung itu, ter- 
dapat sebuah garis hitam tebal jang maksudrnja melukiskan 
katulistiwa (aeguator). 


Lima buah ruang pada perisai itu masingmasing mewu- 
djudkan dasar Pantja-Sila : 


It. Dasar Ketuhanan Jang Maha Esa terlukis dengan Nur 
Tjahaja diruangan tengah berbentuk bintang jang ber- 
sudut lima. 


2. Dasar Kerakjatan dilukiskan dengan kepala banteng se- 
bagai lambang tenaga Rakjat. 


3. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, 
tempat berlindung. 


4. Dasar peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rental 
bermata bulatan dan pesagi. 


5. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi, 
sebagai tanda tudjuan kemakmuran. 


Pasal 5. 


Dibawah lambang tertulis dengan huruf Latin sebuah sem- 
bojan dalam bahasa Djawa-Kuno, jang berbunji : 


BHINNEKA TUNGGAL IKA. 
Pasal 6. 


Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara 
Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam sam pIFAN 
pada Peraturan Pemerintah ini. 


66 


Pasal 7. 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 
Agustus 1950. | 


Mean supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerin- 
tahkan pengundangan 


SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO. 


Diundangkan 
pada tanggal 28 Nopember 1951. 
Menteri Kehakiman, 


M. NASROEN. 


Lembaran-Negara R.I. No. 111 tahun 1981. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 66 TAHUN 1961 


temtang 
LAMBANG NEGARA. 


Menurut pasal 3 ajat 3 Undang-undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia, maka Pemerintahlah jang menetapkan 
Lambang Negara. 


PENDJELASAN PASAL, DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


Mengambil gambaran chewan untuk Lambang Negara 
bukanlah barang jang gandjil. Misalnja untuk lambang 
Republik India diambil lukisan singa, lembu, kuda dan 
gadjah, seperti tergambar pada tiang Maharadja Priyadafsi 
Asjoka berasal dari Sarnath dekat Benares. 

Lukisan Garuda diambil dari benda peradaban Indonesia, 
seperti hidup dalam mythologi, symbologi dan kesusasteraan 
Indonesia dan seperti pula tergambar pada beberapa tjandi 
sedjak abad ke 6 sampai keabad ke-16. Perisai adalah asli, 
sedangkan arti sembojan jang dituliskan dengan huruf latin 
berbahasa Djawa-Kuno menundjukkan peradaban klasik. 


Pasal 2. 


Warna kemegahan emas bermaksud kebesaran bangsa atau 
keluhuran Negara. Warna-warna pembantu dilukiskan de- 
ngan hitam atau meniru seperti jang sebenarnja dalam alam. 


Pasal 3. 


Burung Garuda, jang digantungi perisai itu, ialah lambang 
tenaga pembangun (creatief vermogen) seperti dikenal pada 
peradaban Indonesia. 


Burung Garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia 
berdekatan dengan burung elang radjawali. Burung itu di- 
lukiskan ditjandi Difng, Prambanan dan Penataran. Ada- 
kalanja dengan memakai lukisan berupa manusia dengan 


berparuh buruh dan bersa (Ding): ditjandi Pram 
dan ditjandi Hong rasanya bla Lian, burung, Hana 


Umumnja maka garuda terkenal baik oleh archoologi, ke- 
susasteraan dan mythologi Indonesia. 


Lentjana garuda pernah dipakai oleh perahu Airianyga 
pada abad kesebelas, dengan Garudamukha. Menu- 
rut patung Belahan beliau dilukiskan dengan mengendarai 


Pergerakan Indonesia Muda (1928) pernah memakai pan- 
dji-pandji sajap garuda jang ditengah-tengahnja berdiri se- 
bilah keris diatas tiga gurisan garis 


Sajap garuda berbulu 17 (tanggal 17) dan ekornja ber- 
bulu 8 (bulan 8 — Agustus). 


Pasal 4. 


Perisai atau tameng dikenal oleh kebudajaan dan peradab- 
an Indonesia sebagai sendjata dalam perdjuangan mentjapai 
tudjuan dengan melindungi diri. Perkakas perdjuangan jang 
sedemikian didjadikan lambang, wudjud dan artinja tetap 
tidak berubah-ubah, jaitu lambang-perdjuangan dan perlin- 
dungan. 

Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik 
Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indo- 
nesia Asli. 


Dengan garis jang melukiskan katulistiwa (aeguator) itu, 
maka ternjatalah bahwa Republik Indonesia satu-satunja 
Negara Asli jang merdeka-berdaulat dipermukaan bumi ber- 
hawa-panas: garis katulistiwa meliwati Sumatra, Kaliman- 
tan, Sulawesi dan Irian. 


Didaerah Kongo, dikepulauan Pasifik dan Amerika Sela- 
tan tidaklah (belumlah) terbentuk negara penduduk Asli. 
Djadi garis tengah itu menimbulkan perasaan, bahwa Repu- 
blik Indonesia ialah satu-satunja Negara Asli jang merdeka- 
berdaulat, terletak dikatulistiwa dipermukaan bumi. 


Maka bulatan dalam rantai menundjukkan bahagian pe- 
rempuan dan digambar berdjumlah 9: mata pesagi jang 
digambar berdjumlah 8 menundjukkan bahagian laki-laki. 


Rantai jang bermata 17 itu sambung-menjambung tidak 
edot sesuai dengan manusia jang bersifat turun- 

urun. 

Kedua tumbuhan kapas dan padi itu sesuai dengan hymne 
Bee pakaian (sandang) dan makanan (pa- 


Pasal 5. 


Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: 
Bhinnsa dan ika. Pa Aa an Gea ber 
beda-beda tetapi tetap satu djuga. 


Pepatah ini dalam sekali artinja, karena Pe PA 
persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walau- 
pun keluar memperlihatkan perbedaan atau berlainan. Kali- 
Semu Nan Memang ee men Pete Datar hg ti. kaya 
nama Empu Tantular dalam diantara pusparagam 
adalah kesatuan. 

Diketahui : 


Menteri Kehakiman, 
(MOEHAMMAD NASROEN). 


Tambahan Lembaran-Negara R.L No. 1176/1981. 
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LAMBANG 


NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
(LAMPIRAN P.P. No. 66 TH. 1951, PASAL 6). 


EKA 


WARNA: 
PERBANDINGAN 
Seluruh burung Garuda, bintang UKURAN : 


Nur Tjahaja, kapas padi dan 

rantai .......oioooooooooooooooooo.. 5 kuning emas Djaraka — b 
Ruangan perisai ditengah-tengah merah-putih Djarak c— d 
kiri atas dan kanan bawah. ............ & merah Djarak e — f 
kanan atas dan kiri bawah ......... £ putih Djarak g —h 
Dasar Nur Tjahaja jang berbentuk 

PETISAI ...oooocc#cooooooro.. como. 5 hitam Djarak i— j 
Kepala Banteng ...........oooooo.. 5 hitam Djarak k — 1 
Pohon Beringin ...........ooooo... 5 hidjau Djarak 1 — m 
PN an en umk AN KI Djarak n — o 
MUFUS ennsie noise tintanikna men sr — putih Djarak p — ag 


Djumlah helai bulu: 
Pada tiap-tiap sajap ..................... 5 
Pada @KOF ......ooco.cooooocoooooooodWdii 


U 
Lu 

Ind 

nu 


|| 
ma Ind 
» w 
a 


IU 
PN 
a 


| 
t-s 
- 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 48 TAHUN 1958 


tentang 
PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


: bahwa perlu diadakan peraturan tentang 
penggunaan Lambang Negara Republik Indonesia jang se- 
laras dengan kedudukannja: 

Mengingat : Pasal 3 ajat 3 Undang-undang Dasar Semen- 
tara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 66 
tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran-Negara 
tahun 1951 No. 911): 

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-107 
pada tanggal 30 Mei 1958. 


Memutuskan: 

Menetapkan : 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN 
LAMBANG NEGARA. 


Pasal 1. 


(1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung 
Negeri dimuka sebelah luar dan/atau didalam pada kapal- 
kapal Pemerintah jang digunakan untuk keperluan dinas. 

(2) Penggunaan Lambang Negara pada gedung-gedung 
Negeri tersebut diatas dilakukan pada tempat jang pantas 
dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang Negara pada 
kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas dilakukan dibagian 
luar andjungan (brug), ditengah-tengah. 


Pasal 2. 


Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanja 
dibolehkan pada : 
1. Rumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Men- 
teri, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah jang 
setingkat dengan ini: 
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2. Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Men- 
teri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakjat, Konstitu- 
ante, Dewan Nasional, Mahkamah Agung, Kedjaksaan 


Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. 
Pasal 3. 


(1) Penggunaan Lambang Negara didalam gedung di- 
haruskan pada tiap-tiap : 
Kantor Kepala Daerah. 
Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. 
Ruang sidang pengadilan. 
Markas Angkatan Perang. 
Kantor Kepolisian Negara. 
Kantor Imigrasi. 
Kantor Bea dan Tjukai. 
Kantor Sjahbandar. 
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(2) Penggunaan Lambang Negara didalam gedung di- 
bolehkan pada kantor-kantor Negeri jang lain daripada jang 
tersebut diajat 1. 


Pasal 4. 

(1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951, 
maka Lambang Negara jang dipasang pada gedung-gedung 
atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pa- 
sal 3 harus mempunjai ukuran jang pantas mengingat besar 


ketjilnja gedung, ruangan atau kapal-kapal itu dan sedapat- 
dapatnja dibuat dari bahan jang tahan lama. 


(2) Djika Lambang Negara diselenggarakan dalam lebih 
daripada satu warna maka harus diindahkan warna-warna 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951. 
Djika hanja dipergunakan satu warna maka warna itu harus 
lajak dan pantas. 


Pasal 5. 


Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempat- 
kan bersama-sama dengan gambar Presiden dan/atau gambar 
Wakil Presiden, maka kepada Lambang Negara diberi tem- 
pat jang paling sedikit sama utamanja. 
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Pasal 6. 


Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap 
nomor Lembaran-Negara dan Berita-Negara Republik Indo- 
nesia serta tambahan-tambahannja, dihalaman pertama di- 
atas ditengah-tengah. 


Pasal 7. 


(1) Tjap djabatan dengan Lambang Negara didalamnja 
hanja dibolehkan untuk tjap djabatan Presiden, Wakil Prc- 
siden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Kons- 
tituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, 
Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Kepala 
Daerah dari tingkat Bupati keatas dan Notaris. 

(2) 'Tjap dinas dengan Lambang Negara didalamnja di- 
bolehkan untuk kantor-kantor pusat dari pendjabat-pendjabat 
tersebut dalam ajat 1. 

(3) Lambang Negara dapat digunakan pada surat dja- 
batan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Per- 
wakilan Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, 
Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan 
Pengawas Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala 
Daerah jang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan No- 
taris. i 


Pasal 8. 


Lambang Negara dapat digunakan pada : 


mata uang logam dan mata uang kertas, 

kertas bermeterai, dalam meterainja: 

surat idjazah Negara, 

barang-barang Negara dirumah-rumah djabatan Presiden, 

Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, 

e. Pakaian resmi jang dianggap perlu oleh Pemerintah: 

f£. Buku-buku dan madjalah-madjalah jang diterbitkan oleh 
Pemerintah Pusat, 5 

g- Buku pengumpulan Undang-undang jang diterbitkan oleh 
Pemerintah dan, dengan idzin Pemerintah, djuga buku 
aa Im bai Undang-undang jang diterbitkan oleh par- 
tikelir, 

h. Surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan idzin 

Menteri jang bersangkutan. 


200p 
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Pasal 9. 


Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara 
dalam pasal 6, 7 dan 8, ialah menempatkan gambarnja pada 
benda-benda tersebut dalam pasal-pasal tadi dengan per- 
imbangan ukuran dan warna seperti ditempatkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1951 atau dengan satu 
warna. 


Pasal 10. 


Lambang Negara dapat digunakan ditempat diadakan pe- 
ristiwa-peristiwa resmi pada gapura dan bangunan-bangunan 
lain jang pantas. 

Pasal 11. 


(1) Lambang Negara dapat digunakan sebagai lentjana 
oleh warganegara Indonesia jang berada diluar negeri. 

(2) Djika Lambang Negara digunakan sebagai lentjana, 
maka Lambang itu harus dipasang pada dada sebelah kiri 
diatas. 


Pasal 12. 


(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera Djabatan, 
maka dilarang menggunakan Lambang Negara bertentangan 
dengan Peraturan Pemerintah ini. 


(2) Pada Lambang Negara dilarang menaruh huruf, ka- 
limat, angka, gambar atau tanda-tanda lain. 

(3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai 
perhiasan, tjap dagang, reklame perdagangan atau propa- 
ganda politik dengan tjara apapun djuga. 

Pasal 13. 


Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi 
elir atau perusahaan tidak boleh sama atau pada po- 
koknja menjerupai Lambang Negara. 


Pasal 14. 
Lambang Negara disesuatu Negara asing 


Penggunaan 
oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia dilakukan me- 
nurut peraturan atau kebiasaan tentang penggunaan Lam- 


bang Kebangsaan asing jang berlaku dinegara itu. 
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Pasal 15. 


(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 12 dan pasal 13 dihukum dengan hukuman ku- 
rungan selama-lamanja tiga bulan atau dengan denda seba- 
njak-banjaknja limaratus rupiah. 

(2) Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat 1 pasal ini 
dipandang sebagai pelanggaran. 


Pasal Penutup. 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari di- 
undangkan. 


Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerin- 
tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pe- 
nempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggai 26 Djuni 1958. 


Presiden Republik Indonesia, 


ttd. 
SOEKARNO. 
Diundangkan 
pada tanggal 10 Djuli 1958. Perdana Menteri, 
Menteri Kehakiman, ttd. 
ttd. DJUANDA. 


G.A. MAENGKOM. 


Lembaran-Negara No. 71 tahun 1958. 
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PENDJELASAN 
PERATURAN PEMERINTAH No. 48 TAHUN 1968. 


tentang 
PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA. 


PENDJELASAN UMUM. 


Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, 
maka siapa sadja dapat menggunakannja oleh karena belum 
ada Peraturan tentang penggunaan Lambang Negara. Atjap- 
kali Lambang Negara digunakan dan ditempatkan pada 
tempat jang tidak selaras dengan kedudukannja. Mitsalnja 
pada buku, Lambang Negara seharusnja ditempatkan dikulit 
muka atau dihalaman muka diatas atau ditengah-tengah, 
tidak dibawah seperti sering terdjadi, dan harus tegak dan 
lengkap, jaitu tidak miring dan tidak dilukiskan sebagian 
sadja. Tidak djarang Lambang Negara digunakan sehagai 
perhiasan belaka atau sebagai reklame perdagangan. Untuk 
mendjaga agar supaja penggunaan Lambang Negara tak 
merendahkan deradjatnja, maka perlu diadakan Peraturan 
Pemerintah tentang penggunaan itu. 


PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


Ada dua tjara pemasangan Lambang Negara pada gedung 
Negeri : 


a. dimuka sebelah luar gedung 
b. didalam gedung. 


Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang, 
karena sukar untuk menetapkan buat gedung-gedung Negeri. 
Maka hanja ditetapkan bahwa Lambang Negara digunakan 
pada tempat jang pantas (dalam arti jang sesuai dengan 
deradjat Lambang dan baik bagi pandangan mata) dan jang 
menarik perhatian, jaitu jang mudah tampak pada semua 
pengundjung gedung dan mereka jang lalu dimuka gedung 
itu. 


18 


Pasal 2. 


Penggunaan Lambang Negara dimuka sebelah luar gedung 
dianggap suatu keistimewaan. Maka dibatasi pada gedung- 
gedung tersebut dalam pasal ini. Rumah djabatan (amb- 
twoning) ialah rumah dinas (dienstwoning) jang chusus di- 
sediakan untuk pendjabat tertentu. 


Pasal 3. 


Pada umumnja Lambang Negara dapat digunakan didalam 
semua gedung Negeri. Penggunaan Lambang Negara diwa- 
djibkan chusus pada gedung-gedung tersebut dalam ajat 1 
untuk memperlambangkan kewibawaan Negara. 


Pasal 4. 


(1) Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi 
Lambang Negara jang akan dipasang pada matjam-matjam 
gedung atau ruangan. Maka hanja ditetapkan supaja ukur- 
an itu pantas mengingat besar ketjilnja gedung, ruangan 
atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran sebagai 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66, tahun 1951. 


(2) Jang dimaksud dengan ,lajak dan pantas" ialah mi- 
salnja sawo mateng, perunggu, kuningan, jang harus di- 
hindari ialah mitsalnja warna hidjau, merah dan sebagainja. 


Pasal 5. 
Tidak memerlukan pendjelasan. 


Pasal 68. 


Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda ke- 
resmian, maka sudah selajaknja ditempatkan pada paspor, 
Lembaran-Negara dan Berita-Negara Republik Indonesia. 


Pasal 7. 


Untuk mendjaga deradjat Lambang Negara, maka peng- 
gunaan Lambang Negara dalam tjap djabatan atau tjap 
dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara jang ter- 
sebut dalam pasal ini. 


Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga 
Walikota kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula 
menggunakan tjap djabatan dengan Lambang Negara di- 
dalamnja. 
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Pasal 8. 


Sudah selajaknja dan telah terdjadi dalam praktek: 
Jang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara jang di- 
tempatkan dalam meterai pada kertas bermeterai: 
Sudah selajaknja: 

d. Jang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot 
rumah-tangga, 

e. Jang dimaksud dengan pakaian resmi mitsalnja pakaian 
seragam, pakaian kebesaran, dan dengan idzin Menteri 
jang bersangkutan djuga pakaian mereka jang melawat 
keluar negeri, 

f. Tjukup djelas, 

g. Jang dimaksud dengan idzin disini, ialah idzin untuk 

menggunakan Lambang Negara. 
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Pasal 9. 


Jang dimaksud dengan satu warna ialah mitsalnja warna 
emas, hitam dan sebagainja. 


Pasal 10. 


Jang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah 
upatjara-upatjara, pertemuan-pertemuan, pameran dan se- 
bagainja jang diselenggarakan oleh Pemerintah. 


Pasal 11. 


Dalam praktek memang telah dilakukan untuk menundjuk- 
kan kewarganegaraannja. 


Pasal 12. 


(1) Menurut Peraturan Pemerintah tentang Pandji dan 
Bendera Djabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan 
dalam bendera djabatan. ' | 


(2) 'Tjukup djelas. 


(3) Jang dimaksud dengan ,,menggunakan” dalam ajat. 
ini ialah menggunakan Lambang Negara berbentuk Lambang 
itu sendiri, atau digambar, ditjetak atau disulam pada ba- 
rang lain, djadi tidak boleh dipakai dengan tjara lain dari- 
pada ketentuan-ketentuan jang tersebut dalam pasal-pasal 
diatas. 
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Pasal 13. 


Pasal ini untuk mendjaga agar chalajak ramai tidak salah- 
sangka dan menganggap benda-benda tersebut dalam pasal 
ini sebagai Lambang Negara. Istilah ,,pada pokoknja me- 
njerupai Lambang Negara” berarti bahwa suatu lukisan pada 
chalajak ramai memberi kesan utama, bahwa lukisan ter- 
sebut seolah-olah Lambang Negara. 


Pasal 14. 
Tjukup djelas. 


Pasal 15. 
Tjukup djelas. 


Tambahan Lembaran-Negara No. 1636. 
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PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1968. 
tentang 
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 

a. bahwa Lagu Kebangsaan Republik Indonesia adalah 
Lagu Indonesia Raja: 

b. bahwa oleh karena itu periu diadakan peraturan untuk 
menetapkan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan 
gubahan-gubahan dari lagu itu serta tjara penggunaan- 
nja: 

Mengingat: Pasal 3 ajat 2 Undang-undang Dasar Semen- 
tara Republik Indonesia: 


Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-107 
pada tanggal 30 Mei 1958: 


Memutuskan: 
Menetapkan : 


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAGU KE- 
BANGSAAN INDONESIA RAJA. 


BAB I. 
KETENTUAN UMUM. 


Pasal 1. 
(1) Lagu Kebangsaan Republik Indonesia, selandjutnja 
disebut ,,Lagu Kebangsaan”, ialah lagu Indonesia Raja. 


(2) Lagu Kebangsaan tersebut dan kata-katanja ialah 
seperti tertera pada lampiran-lampiran Peraturan Pemerin- 


tah ini. 
Pasal 2. 


(1) Pada kesempatan-kesempatan dimana diperdengarkan 
Lagu Kebangsaan dengan alat-alat musik, maka lagu itu di- 
bunjikan lengkap satu kali, jaitu satu strofe dengan dua 
kali ulangan. 
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(2) Djika pada kesempatan-kesempatan Lagu Kebang- 
saan dinjanjikan, maka lagu itu dinjanjikan lengkap satu 
bait, jaitu bait pertama dengan dua kali ulangan. 


(3) Djika dalam hal tersebut pada ajat 2 diatas, Lagu 
Kebangsaan dinjanjikan seluruhnja, jaitu tiga bait maka 
sesudah bait jang pertama dan sesudah bait jang kedua 
dinjanjikan ulangan satu kali dan sesudah bait penghabisan 
dinjanjikan ulang dua kali. 


BAB II. 
PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN. 


Pasal 3. 


Lagu Kebangsaan digunakan sesuai dengan kedudukannja 
sebagai Lagu Kebangsaan Republik Indonesia. 


Pasal 4. 
(1) Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinjanjikan : 


a. untuk menghormat Kepala Negara/Wakil Kepala Negara: 


b. pada waktu penaikan/penurunan Bendera Kebangsaan 
jang diadakan dalam upatjara, untuk menghormat Ben- 
dera itu, 


c. untuk menghormat negara asing. 
(2) Lagu Kebangsaan dapat pula diperdengarkan/ dinja- 
njikan : 
a. sebagai pernjataan perasaan nasional, 
b. dalam rangkaian pendidikan dan pengadjaran. 


Pasal 5. 


Dilarang : 


a. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk reklame dalam 
bentuk apapun djuga,: 


b. Menggunakan bagian-bagian daripada Lagu Kebangsaan . 
dalam gubahan jang tidak sesuai dengan kedudukan Lagu 
Indonesia Raja sebagai Lagu Kebangsaan. 
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BAB IIL. 


PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN BERSAMA-8AMA 
DENGAN LAGU KEBANGSAAN ASING. 


Pasal 6. 


(1) Apabila untuk Kepala Negara/Kepala Pemerintah 
negara asing diperdengarkan lagu kebangsaan negara asing, 
maka lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan lebih 
dahulu, kemudian diperdengarkan ,,Indonesia Raja”. 


(2) Pada waktu Presiden menerima Duta Besar negara 
asing dalam upatjara penjerahan surat kepertjajaan, maka 
lagu kebangsaan negara asing itu diperdengarkan pada saat 
Duta Besar itu tiba, sedang ,,Indonesia Raja” diperdengarkan 
pada saat Duta Besar itu akan meninggalkan Istana. 

(3) Djika pada suatu pertemuan, jang diadakan oleh ke- 
pala perwakilan negara asing dan dikundjungi oleh Kepala 
Negara/Wakil Kepala Negara Republik Indonesia, diperde- 
ngarkan lagu kebangsaan pada kedatangan/keberangkatan- 
nja, maka ,,Indonesia Raja” diperdengarkan lebih dahulu 
Garipada lagu kebangsaan negara asing. 

(4) Djika pada suatu pertemuan diadakan toast untuk 
menghormat kepala sesuatu negara, maka sesudah toast itu 
dengan segera diperdengarkan lagu kebangsaan negara itu. 


BAB IV. 


PENGGUNAAN LAGU KEBANGSAAN NEGARA 
ASING SENDIRI. 


Pasal 7. 


(1) Dalam suatu pertemuan jang bersifat tertutup, lagu 
kebangsaan negara asing boleh diperdengarkan/dinjanjikan 
sendiri tidak dengan izin seperti dimaksud dalam ajat 2. 


(2) Dalam suatu pertemuan jang dapat dilihat oleh 
umum, lagu kebangsaan negara asing tidak boleh diperde- 
ngarkan/dinjanjikan sendiri djika tidak didapat izin lebih 
dahulu dari Kepala Daerah setempat jang tertinggi. 


(3) Dalam suatu pertemuan, baik umum maupun tertu- 
tup, jang dihadliri oleh pendjabat-pendjabat Negara Repu- 
blik Indonesia jang diundang sebagai pendjabat negara, lagu 
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kebangsaan negara asing tidak boleh diperdengarkan sendiri, 
Meera mol diperdengarkan pula lagu kebangsaan ,,In- 


BAB V. 


TATA-TERTIB DALAM PENGGUNAAN LAGU 
KEBANGSAAN. 


Pasal 8. 


(1) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinja- 
bapa) pada waktu dan tempat menurut sesuka-sukanja 
sen 


(2) Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan tara 
atau dinjanjikan dengan nada-nada, irama, iringan, ka 
kata dan gubahan-gubahan lain daripada jang tertera Galasa 
lampiran-lampiran Peraturan ini. 


Pasal 9. 


Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinjanjikan 
pada kesempatan-kesempatan jang dimaksud dalam Per- 
aturan ini, maka orang jang hadlir berdiri tegak ditempat 
masing-masing. 

Mereka jang berpakaian seragam dari sesuatu organisasi 
memberi hormat dengan tjara jang telah ditetapkan untuk 
organisasi itu. 


Mereka jang tidak berpakaian seragam, memberi hormat 
dengan meluruskan lengan kebawah dan melekatkan tapak 
tangan dengan djari-djari rapat pada paha, sedang penutup 
kepala harus dibuka, ketjuali kopiah, ikat kepala, sorban dan 
kudung atau topi wanita jang dipakai menurut agama atau 
adat-kebiasaan. 


BAB VI. 
ATURAN HUKUMAN. 


Pasal 10. 


(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
dalam pasal 6, pasal 7 ajat 2 dan ajat 3 dan pasal 8 Per- 
aturan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama- 
lamanja tiga bulan atau dengan denda sebanjak-banjaknja 
lima ratus rupiah. 
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(2) Perbuatan-perbuatan tersebut dalam ajat 1, dipan- 
dang sebagai pelanggaran. 


Pasal penutup. 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari di- 


undangkan. 

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, meme- 
rintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 26 Djuni 1958. 


Presiden Republik Indonesia, 


Diundangkan ttd. 
pada tanggal 10 Djuli 1958. 


SOEKARNO. 
Menteri Kehakiman, 
Perdana Menteri, 
ttd. 
ttd. 
G.A. MAENGKOM. 
DJUANDA. 


Lembaran-Negara No. 72 tahun 1958. 


PENDJELASAN 


PERATURAN PEMERINTAH No. H4 TAHUN 19658 
tentang 
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAJA. 


PENDJELASAN UMUM. 


Tentang lagu kebangsaan, Undang-undang Dasar Semen- 
tara Republik Indonesia dalam pasal 3 ajat 2 hanja memuat 
kalimat ,,Lagu Kebangsaan ialah lagu Indonesia Raja”. 
Penundjukan jang sangat singkat ini terdjadi, karena di- 
anggap telah diketahui oleh umum bahwa lagu Indonesia 
Raja ialah lagu Indonesia Raja tjiptaan Wage Rudolf Suprat- 
man jang untuk pertama kali dinjanjikan dimuka umum di 
Djakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 waktu diadakan 
Kongres Pemuda Seluruh Indonesia dikota itu. 


Untuk mentjapai keseragaman, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah bagaimana nada-nada, irama, iringan, 
kata-kata dan gubahan-gubahan lagu itu. 


Perlu pula ditetapkan waktu dan tjara-tjara penggunaan- 
nja, baik sendiri maupun bersama-sama lagu kebangsaan 
asing, sesuai dengan deradjatnja. 


PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL. 


Pasal 1. 


(1) Jang dimaksud ialah lagu itu setelah dalam tahun 
1943 dirobah oleh Panitia Penindjauan lagu Indonesia Raja. 
(2) Lampiran-lampiran itu berisikan : 
. Lagu Indonesia Raja untuk njanjian (lengkap 3 bait). 
Partitur lagu Indonesia Raja untuk orkes simfoni. 


I 
II. 
III. Partitur lagu Indonesia Raja untuk orkes harmoni 
beserta. 


JIIIA. 43 lembar untuk perlengkapan keperluan alat-alat 
musik jang bersangkutan. 


IV. Partitur lagu Indonesia Raja untuk orkes fanfare. 
V. Partitur lagu Indonesia Raja untuk iringan piano. 


Pasal 2. 


Untuk mentjapai keseragaman penggunaan. 


Pasal 3. 


Lagu Kebangsaan adalah suatu lambang negara jang harus 
dihormati setinggi-tingginja. 


(1) 


Pasal 4. 


a. Penghormatan ini dilakukan pada kesempatan- 


kesempatan jang diadakan oleh Pemerintah dan 
oleh umum, mitsalnja Presiden/Wakil Presiden 
mengundjungi D.P.R. pada upatjara pemberian 
amanat oleh Presiden, pertemuan-pertemuan, per- 
ingatan-peringatan jang diadakan oleh badan pe- 
merintahan pertemuan-pertemuan jang diadakan 
oleh badan-badan partikelir seperti kongres dan 
sebagainja. Lain daripada itu djuga kundjungan 
Presiden/Wakil Presiden kedaerah pada waktu 
beliau tiba didaerah dan pada waktu meninggal- 
kan daerah itu. 


. Mitsalnja pada peringatan hari kemerdekaan 17 


Agustus waktu mengerek Bendera Kebangsaan 

dan pada pertemuan-pertemuan lain dimana di- 

adakan upatjara penaikan Bendera Kebangsaan. 

a-b. Harus diusahakan supaja penggunaan Lagu 
Kebangsaan tidak berlebih-lebihan, djadi 
mitsalnja apabila pada suatu upatjara jang 
dihadliri oleh Presiden/Wakil Presiden di- 
rentjanakan penaikan Bendera Kebangsaan 
dengan upatjara, maka Lagu Kebangsaan 
hanja diperdengarkan pada upatjara pe- 
naikan Bendera Kebangsaan itu dan pada 
saat Presiden/Wakil Presiden meninggalkan 
tempat. 


. Jang dimaksud disini ialah penghormatan, mitsal- 


nja jang diadakan pada waktu : 

ada kundjungan Kepala Negara atau Kepala 
Pemerintah negara asing: 

ada kundjungan rombongan atau perutusan 
jang mewakili negara asing: 
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diadakan penjerahan surat kepertjajaan oleh 
Duta Besar negara asing kepada Kepala Negara: 

diadakan toast timbal-balik oleh wakil negara 
kita dan wakil negara asing, untuk menghormat 
kepala negara asing/Kepala Negara Republik 
Indonesia. 


Dalam hal-hal tersebut diatas lagu-lagu ke- 
bangsaan negara asing dan negara kita diperde- 
. ngarkan berganti-ganti : 


a. Jang dimaksud ialah mitsalnja djika pada 
pertemuan umum oleh hadlirin sebagai per- 
njataan perasaan nasional dengan spontan di- 
njanjikan Lagu Kebangsaan. 


b. Jang dimaksud ialah pendidikan umum dan 
pendidikan dan pengadjaran disekolah. 


Pasal 5. 


a. Jang dimaksud ialah reklame untuk memperbesar ke- 
untungan dagang dalam segala bentuk. 


b. Mitsalnja tidak boleh mempergunakan dalam musik 
dansah, mars, dan sebagainja, bagian-bagian jang me- 
nurut kesan pertama njata adalah bagian-bagian dari 
Lagu Kebangsaan. 

Pasal 6. 
Tidak memerlukan pendjelasan. 
Pasal 7. 
Tidak memerlukan pendjelasan. 


Pasal 8. 


(1) Untuk mendjaga kehormatan Lagu Kebangsaan. 


(2) Untuk mendjaga keseragaman dalam penggunaan 
Lagu Kebangsaan. 


Pasal 9. 


Penghormatan ini perlu diatur, agar ada kepastian dan 
pula untuk mendidik kearah penghormatan terhadap Lagu 
Kebangsaan. 
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Pasal 10. 
(1) Hukuman perlu diadakan atas pelanggaran-pelang- 
garan terhadap Lagu Kebangsaan. 


(2) Berhubung dengan sifatnja, maka pelanggaran ini 
dipandang sebagai pelanggaran (overtreding). 


Tambahan Lembaran-Negara No. 1687. 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. 138 TAHUN 1968. 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : 


1. bahwa sampai sekarang masih belum terdapat keseragam- 
an mengenai tata urutan dan rumusan sila-sila dalam 


penulisan/pembatjaan/pengutjapan Pantja-Sila, 


2. bahwa untuk kepentingan keseragaman itu perlu mene- 
tapkan tata urutan dan rumusan sila-sila se 
dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 
sebagai tata urutan dan rumusan dalam penulisan/pem- 
batjaan/pengutjapan Pantja-Sila: 


8. bahwa dalam hubungan itu perlu menjempurnakan pen- 
djelasan atas Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No. 01 tahun 1967: 


Mengingat : 
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, 


2. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945: 


8. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan- 
ketentuan Pokok Kepegawaian: 


4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 01 tahun 1967. 
Memutuskan: 
Dengan mentjabut pendjelasan atas Instruksi Presiden 
Republik Indonesia No. 01 tahun 1967 sub A. 
| Menginstruksikan : 


Kepada: Semua Menteri Negara dan Pimpinan Lem- 
baga/Badan Pemerintah lainnja,: 
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Untuk: dalam melaksanakan Instruksi Presiden Re- 
publik Indonesia No. 01 tahun 1967, supaja sila-sila dalam 
Pantja-Sila dibatja/diutjapkan dengan tata urutan dan ru- 
musan sebagai berikut : 


Satu : KETUHANAN JANG MAHA ESA. 


Dua : KEMANUSIAAN JANG ADIL DAN BER- 
ADAB. 
Tiga : PERSATUAN INDONESIA. 


Empat: KERAKJATAN JANG DIPIMPIN OLEH 
HIKMAT KEBIDJAKSANAAN DALAM 
PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN. 


Lima : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH 
RAKJAT INDONESIA. 


INSTRUKSI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 13 April 1968. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


SOEHARTO. 
Djenderal T.N.L 
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